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RINGKASAN

Perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir antara dua orang manusia
yang berlainan jenis sebagai legitimasi dari hubungan seks atupun sebuah sarana
pemuas kebutuhan biologis, akan tetapi diharapkan dapat membentuk suatu keluarga
ahrmonis,bahagia dan kekal. Untuk itu perlu kesiapan dan kematanagan dar kedua
belah pihak, baik secara lahiriah dan batiniah.

Sejalan dengan usia perkawinan yang terus bertambah, adakalanya pasangan
suami isteri merasakan kebosanan dan ketidakcocokan diantara mercka dan
perceraian seringkali dianggap sebagai jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah
kedua belah pihak. Dalam halnya suatu perkawinan, biasanya diawali dengan adanya
suatu perjanjian untuk dapat dianggap suatu perkawinan itu sah. Begitu juga dengan
perceraianjuga diawali dengan adanya suatu perjanjian untuk dapat terlaksanaya
perceraian antara suami isteri tersebut. Jika perkawinan dibarengi dengan berbagai
pendekatan musyawarah maka perceraianpun juga harus harus didahului dengan
musyawarah juga.

Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Perceraian Dalam
Pembuktian Gugatan Perkara Perdata ( Perkara Putusan Mankamah Agung RI No.
3713 K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997 ) ini permasalahan yang diulas adalah
apakah perjanjian suami isteri dalam perkara perceraian dapat dipertimbangkan dalam
perkara gugatan wanprestasi, perbedaan pertimbangan hakim judex factie dengan
Mahkamah Agung RI serta kajian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung RI
No0.3713 K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pokok
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Metodologi yang dipergunakan adalah
pendekatan masalah secara yuridis normatif, menggunakan sumber data sekunder,
prosedur pengumpulan dan pengolahan datanya adalah studi literatur, sedangkan

analisis terhadap datanya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

X1
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Hasil pembahasan dari permasalahan penulisan skripsi ini yaitu bahwa antara
suami isteri diperbolehkan melakukan suatu perjanjia.i, sepanjang Peraturan
Perundang-undangan tidak melarangnya. Sehingga perjanjian itu sah maka mengikat
bagi kedua belah pihak yang membuatnya serta apabila ;c.alah satu pihak tidak
melakukan kewajibannya (wanprestasi) maka pihak yang lain dapat menuntut
pelaksanaan perjanjian, akan tetapi bila perjanjian itu diaaggap tidak sah maka
perjanjian itu dianggap tidak ada dan kedua belah pihak tidak dapat menuntut
pelaksanan perjanjian tersebut. Dasar pertimbangan hukum judex factie adalah salah
menerapkan hukum dan menyatakan menolak gugatan Penggugat k.rena menyatakan
bahwa isi dari perjanjian perceraian tersebut adalah tidak sah menurut hukum.
Sedangkan putusan Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkira ini tclah tepat
penerapan hukumnya yaitu menyatakan menerima putusan kasasi dan menyatakan
pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga pihak tcrgugat harus
menyerahkan rumah dan tanahnya kepada pihak Penggugat.

Xiil
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BAB
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara kodrati selain sebagai makhluk pribadi manusia juga sebagar makhluk
sosial. Sehingga tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa hidup sendiri
tanpa bantuan ataupun berhubungan dengan orang lain disekitarnya. Salah satu wujud
dari hubungan sosial tersebut adalah perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. | Tahun 1974 disecbutkan bahwa “"Perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini berirti perkawinan bukan hanva
merupakan tkatan lahir antara dua orang manusia yang berlainan jems sebagai
legitimasi dari hubungan seks ataupun sebuah sarana pemuas kebutuhan biologis.
Namun lebih dalam lagi. perkawinan juga merupakan ikatan batin antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan yang diharapkan dapat membentuk suatu keluarga
harmonis, bahagia dan kekal. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan
hidup bersama harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar hubungan mereka bisa
disebut sebagai suatu perkawinan ( Pasal 6 Undang-Undang No. | tahun 1974 ).

Menjaga kelangsungan perkawinan diperiukan suatu kesiapan dan kemarangan
dari kedua belah pihak, baik secara lahiriah dan batiniah. Selain itu diperlukan adanya
perasaan saling mencintai dan saling menumbuhkan rasa kasih sayang serta tanggung
jawab sebagai pondasi vang kokoh dalam. suatu pérkawinan. Sebab dalam
memadukan dua pribadi yang berbeda yang besar kemungkinan mempunyai status,
latar belakang serta lingkungan yang berbeda pula, tentulah dibutuhkan usaha antara
dua belah pihak. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa tercapai.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang syah antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Namun sejalan dengan usia

1


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

perkawinan yang terus bertambah, adakalanya pasangan suami istri merasakan
kebosanan dan ketidakcocokkan diantara mereka. Kehadiran pihak ketiga seringkal:
menimbulkan keretakan dalam sebuah perkawinan. Jika hal ini mencapai puncaknya
maka perceraianpun tidak bisa dihindarkan. Karena scringkali perceraian dianggap
sebagai jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah kedua belah pihak.

Perkawinan dapat retak bahkan sampai putus dapat terjadi karena disebabkan
ketidakcocokkan kedua belah pihak yang terus menerus tidak bisa disatukan lagi.
Tidak adanva seorang anak bisa menimbulkan suatu keluarga itu tidak harmonis lagi
bahkan sampai terjadi perceraian .Didalam perkawinan diawali dengan suatu
perjanjian diantara kedua belah pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan yang
sah, begitu juga dengan perceraian dapat pula diadakan suatu perjanjian sebelum para
pihak tersebut diputuskan perceraiannya. Didalam perjanjian perceraian tersebut
dimana kedua belah pihak mencantumkan syarat-syarat terientu demi tercapainya
kesepakatan untuk bercerai. Tidak mudah seseorang i1tu melakukan suatu
perceraian,akan tetapi harus menurut ketentuar-ketentuan dan prosedur yang telah
ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Apabila memang didalam keluarga tersebut
sudah tidak bisa disatukan lagi dan hanya jalan perceraian yang bisa dilaiui maka
putuskanlah perkawinan tersebut dengan sebaik-baiknya melalui jalur hukum yang
sudah ditentukan.

Berdasarkan pandangan [slam bahwa perceraian seperti halnya perkawinan
harus didudukkan dalam konteks : moral-sosial-kamanusiaan peradaban yang tinggi.
Jika perkawinan dibarengi dengan berbagai pendekatan musyawarah dan mufakat
dan kata sepakat, maka perceraianpun sebaiknya dilakukan dengan pendekatan
kompromis atau perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini perjanjian perceraian yang di
dahului dengan penyerahan rumah dan tanah oleh suami kepada istri untuk
mempermudah perceraian belum pernah terjadi. Tentunya hal ini perlu mendapat

perhatian dani para pihak serta instansi yang terkait untuk mengkajinya.
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Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis terarik untuk
membahas lebih dalam tentang perjanjian perceraian sebagai bahan penulisan skripsi
vang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN
PERCERAIAN DALAM PEMBUKTIAN GUGATAN PERKARA PERDATA
(Perkara Putusan Mahkamah Agung RI No.3713K/Pdi1994 tanggal 28 Agustus
1997).

1.2 Batasan Pengertian Judul

Dalam penulisan skripsi ini penulis menganggap perlu untuk membatasi ruang
lingkup pembahasan guna menghindari adanya penulisan atau penafsiran vang
nantinya dapat menyimpang dari pokok permasalahan supaya terdapat kesesuaian
dengan judul skripsi. i

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk
di dalam ruang lingkup Hukum Perdata. Hal inmi untuk memperjelas aspek
keperdataan khususnya perjanjian perceraian yaitu meninjau perjanjian perceraian
dalam pembuktian gugatan perkara perdata mengenai gugatan istri kepada mantan
suami karena wanprestasi dari segi hukum yaitu dilihat atau dihubungkar dengan

peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk memperjelas
permasalahan yang ada agar terhindar dan penyimpangan sistematika penulisan maka
penulis membatasi dengan masalah-masalah yang dirumuskan sebagai berikut:
|. Apakah perjanjian suami istri dalam perkara perceraian dapat dipertimbangkan

dalam perkara gugatan wanprestasi?

‘lx.J

Bagaimana perbedaan pertimbangan hukum putusan judex factie dengan

Mahkamah Agung RI perkara No.3713 K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 19977
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1.4 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai
atau diharapkan dari penulis. Adapun penulisan skripsi ini adalah bertujuan sebagai

berikut:

I. Untuk mengetahui dan memahami terjadinya kasus perjunjian perceraian dalam
pembuktian gugatan perkara perdata.

2. Untuk mengetahui dasar putusan hakim judex factie dengan Mahkamah Agung RI1

dalam perjanjian perceraian pembuktian gugatan perkara perdata.

1.5 Metodologi

Di dalam setiap penulisan karya ilmiah tentunya digunasan cara atau metode
tertentu. Hal i sudah merupakan ciri bagi suatu karya ilmiah yang mengandung
kebenaran, dimana kebenaran terebut dapat dibuktikan dengan adanya data sehingga

menunjukkan sifat ilmiahnya. Adapun metode-metode yang penulis gunakan adalah:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah
pendekatan masalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang
mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai perundang-undangan,
peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar

dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan.

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder.
Sumber data sekunder ini mempunyai pengertian :
. Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan
pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-

peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada.
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2. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktiin yang secara langsung

atau tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahn yang ada. (Soerjono
Soekamto, 1984:12).

1.5.3  Prosedur Pengumpulan dan Pengolalan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis skripsi ini segbagai suatu
bentuk karya ilmiah, menggunakan teknik atau cara pengumpulan data melalui studi
literarur atau penelitian kepustakaan, yaitu usaha mempelajan serta menganalisa
tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya serta pendapat para sarjana atau ahli
dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan,
membandingkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan 1lmiah.
Kesemuanya kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan jawaban

dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat
mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik. tetapi
didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum
masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.(Ronny Hanitijo
Soemitro,1998:138).
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Gugatan Isteri Kepada Mantan Suami Karena ‘Waprestasi
Terhadap Perjanjian Perceraian Perkara No.3713 K/Pdt/1994, tanggal 28
Agustus 1997.

Perkawinan antara Misno dengan Ny Fko Saryuningtyas terjadi pada tanggal 26
September 1983 di Tulung Agung. Kemudian mereka betempat tinggal di jl.
Simorejo [1/10 Surabaya, perkawinan antara misno dan Ny.Eko Sary uningtyas sudah
berlangsung selama 5 tahun. Selama perkawinannya tersebut yang sudah berjalan 5
tahun tersebut tidak dikaruniai seorang anak. Dengan tidak adanya anak ini
menimbulkan ketidak harmonis lagi dalam rumah tangganya. Sebagai seorang suami,
Misno berkeinginan mempunyai seorang anak dan dengan tidak adanya anak ini,
digunakan Misno sebagai alasan untuk menceraikan isterinya vaitu Ny Eko
Saryuningtyas.

Kemudian pada bulan oktober 1988 terjai perundiiigan antara kedua belah
pihak vaitu dari pihak istri ( Ny Eko Saryuningtyas ) bersedia diceraikan oleh Misno
tetapi dengan syarat Misno bersedia menyerahkan rumah dan tanahnya setelah
perceraian itu terjadi. Akhirnya kesepakatan tersebut terjadi dan ditvangkan dalam *
Surat Tanda Penyerahan Rumah “ pada tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P2) diatas
kertas bermaterai (Akta dibawah tangan) yang disaksikan oleh aparat Kelurahan dan
beberapa orang saksi. Setelah kesepakatan tersebut tercapai, kemudian proses
perceraianpun terjadi dan ikrar talak dilakukan di hadapan Pengadilan Agama pada
bulan Januari 1989, kemudian perceraian itu didaftarkan pada tanggal 1 Februari
1989 tetapi sebelum perceraian itu didaftarkan di Pengadilan Agama, dar: pihak
Misno berniat mencabut perjanjian yang telah disepakati tersebut dengan tembusan
kepada aparat setempat.

Setelah perceraian itu terjadi, akan tetapi dari pihak Misno tidak mau
menyerahkan rumah dan tanahnya kepada Ny. Eko Saryuningtyas karena didalam
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kesepakatan tersebut merasa Misno itu telah ditipu dan diperdaya untuk menyerahkan

rumah dan tanah miliknya sendiri. Kemudian Ny. Eko Saryuningtyas bekas isterinya

mengajukan gugatan terhadap Misno yang tidak mau menyerahkan rumah dan

tanahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan menganggap Misno telah

melakukan wanprestasi. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya

dengan isi tuntutan sebagai berikut :

. Meletakkan sita jaminan terhadap rumah/tanah tersengketa |

[I. Memerintahkan para pihak agar menghadap sidang yang yang akan diadakan

untuk memeriksa perkara ini, agar Penggugat dapat menuntut dan Pengadilan

Negeri Surabaya memutuskan ;

1.

7

La

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah dilctakkan
tersebut ; \

Menyatakan bahwa Surat Tanda Penyerahan tangzal 23 Oktober 1988 (bukti
P.2) yang dibuat Penggugat dan Tergugai adalah sah menurut hukum ;
Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi),

yaitu tidak mau menyerahkan rumah/tanah tersengketa kepada Penggugat |

. Menghukum Tergugat agar menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam

keadaan kosong dari barang-barang atau siapa saja yang memperoleh hak dari

Tergugat, kepada Penggugat |

. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar

Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan
penyerahan rumah/tanah tersengketa tersebut terhitung mulai 8 (delapan) hari
setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara .
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Mengadili :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya;

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini
sebesar Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu).’

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat Pembanding:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Agustus 1993
No.152/Pdt.G/1993 PN Surabaya;

- Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Mengadili:

- Mengadili permohonan kasasi dari pemohon kasasi : NY. EKO
SARYUNINGTYAS tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Maret 1993
N0.976/Pdt/1993/PT.Sby. dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2
Agustus 1993 No.152/Pdt.G/1993/PN.Sby.;

- Menghukum Termohon kasasi/Tergugat asal untuk menrbayar biaya perkara

sebesar Rp. 50.000,~(lima puluh ribu rupiah).

Mengadili sendin:
1. Mengabulkan gugat penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Tanda Penyerahan tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2)

yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
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Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan irgkar janji (wanprestasi)
yaitu tidak mau menyerahkan rumah/ tanah te;sengketa kepada Penggugat.

4. Menghukum tergugat agar menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam keadaan
kosong dari barang-barang atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari
Tergugat, pada Penggugat.

5. Menolak gugat Penggugat untuk selebihnya.

2.2 DASAR HUKUM
2.2.1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian;
- Pasal 1243 tentang wanprestasi;
- Pasal 1335 tentang perjanjian tanpa sebab yang palsu atau terlarang tidak
mempunyai kekuatan;
- Pasal 1337 tentang perjanjian yang dilarang oleh undang-undang atau
berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
- Pasal 1865 tentang pembuktian;
- Pasal 1338 tentang perjanjian yang sah mengikat bagi pihak yang
membuatnya seperti undang-undang,
- Pasal 1321 tentang tiada sepakat yang sah apabila perjanjian itu diberikan
karena kekhilafan atau paksaan atau penipuan;
- Pasal 1467 tentang antara suami isteri dilarang jual béli;

- Pasal 1330 tentang ketidakcakapan seorang isteri da.am perbuatan hukum.

2.2.2 Undang-undang No.l tahun 1974 tentang perkawinan
- Pasal 31 ayat |
Kedudukan suami isteri adalah seimbang ‘didalam  kehidupan
bermasyarakat;
- Pasal 31 ayat 2

Antara suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum;
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Pasal 38

Perkawinan dapat diputus karena :
a. Kematian
b. Perceraian

c. Atas keputusan Pengadilan

- Pasal 39 ayat |

Perceraian hanya dapat dilalui di depan Sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan fidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

- Pasal 39 ayat 2

Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara susami

isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

- Pasal 40 ayat |

Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

2.2.3 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang No.1 Tahun 1974 :

Pasal 19 huruf f

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 22 ayat 2

Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas
bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselihian dan pertengkaran itu

dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang —orang yang dekat

dengan suami isteri itu.
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2.2.4 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- Pasal 114
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi
karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian.

- Pasal 117
Talaq adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang
menjadi salah satu sebab putusnya parkawinan, dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131

2.3 LANDASAN TEORI
2.3.1 Pengertian dan alasan perceraian
2.3.1.1 Pengertian perceraian

Menurut R. Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan
putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (1994 ; 42). Bagi
mereka yang beragama selain islam, tuntutan untuk mendapatkan perceraian dapat
diajukan pada hakim secara gugat dalam perkara perdata, tetapi harus didahulu
dengan meminta ijin pada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggu gat. Sebelum 1jin
diberikan, Hakim harus lebih dahulu mengadakan percobaan untvk mendamaikan
kedua belah pihak. Sedang bagi mereka yang beragama islam perkara perceraiannya
diajukan pada Pengadilan Agamanya setempat.

Sedang menurut Hilman Hadikusuma, pengertian perkawinan dapat dilihat
dari sudut perundangan, hukum adat dan hukum agama. (1990 ; 160-169)
a. Perceraian dalam perundangan

Menurut UU No.1/1974 dikatakan bahwa perkawianan dapat putus karena
kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (pasal 38). Perceraian
hanyadapat dilkukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadiianyang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup

rukun sebagai suami isteri.
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b. Perceraian dalam hukum adat

Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian didalam hukum
adat dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi
anggota-anggota masyarakat adat yang menganul agama Islam Jipengaruhi oleh
hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut agama Kristen atau Katolik
dipengaruhi hukum Kristen atau Katolik, yang menganut agama Hindu atau juga
Budha dipengaruhi hukum Hindhu atau Budha. Sejauh mana pengaruh hukum agama
itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama, dikarenakan sendi adat dan
lingkngan masyarakat yang berbeda-beda walaupun dalam satu dazrah lingkungan
adat yang sama.
¢. Dalam hukum agama

Menurut hukum Islam istilah perceraian dalam bahasa arab yaitu talaq yang
artinya melepaskan ikatan. Hukum asal talaq adalah makruh (tercela). Sebagaimana
Hadist riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majjah dan Ibnu umar yang manu Rasulullah
SAW mengatakan, “Sesuatu yang halal ( boleh ) yang amat dibenci Allah adalah
Talaqg™.

Dari ketentuan tentang Perceraian dalam Undaug-undang Perkawinan ( pasal
39 sampai pasal 41) dan tentang Tata Cara Perceraian dalam Peraturan Pelaksana

(pasal 14 pasal 36 ) dapat ditarik kesimpulan ada dua macam perceraian yaitu
a. Cerai talaq

b. Cerai gugat

Cerai talag hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti  yang
dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pelaksana sebagai berikut:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceralakan isterinya
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna
menyaksikan ikrar talaq. Permohonan yang memuat nama, umur dan tempat
kediaman pemohon, vaitu suami dan termohon yaitu isteri dengan alassan-
alasan yang menjadi dasar cerai talaq, diajukan kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergvgat™.
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Didalam syari‘at Islam terdapat empat permasalahan inendasar yang perlu
diperhatikan dalam relevansinya dengan talag. Keempat masalah yang mendasar
tersebut dilengakapidengan dalil nagli.

1. Apabila isteri telah dijatuhi talaq tiga oleh suami, maka perempuan dinmkahi lagi
sebelum ia kawin / menikah sesuai dengan dalil naqli yaitu “Jike dia menceraikan
perempuannya (sesudah talaq dua kali ), maka tiadalah halal perempuan itu
baginya, kecuali perempuan itu telah kawin dengan lelaki yang lain. Dan jika
diceraikan pula oleh lelaki lain itu, tiada berdosa keduanya kalau keduanya rujuk
kembali, jika keduanya menduga akan menegakkan batas-batas Allah. Demikian
itulah  batas-batas  Allah, diterangkannya pada kaum yang akan
mengetahuinya” (Terjemahan S.Al- Bagarah : 230)

2. Apabila seorang isteri ditalaq suami maka sebaiknya ketika ia dalam keadaan suci
dari haid dan belum di campuri. Demikian pula penjatuhan talaq tersebut
sebaiknya dilakukan setelah isteri diketahui hamil ctau tidaknya yaitu sudah suci
dari haid kemudian digauli dan mendatangkan kehamilan. Apabila keadaan isteri
belum jelas keadaannya (hamil atau tidaknya) maka seyogyanya talaq tersebut
tidak dijatuhkan.

3. Memerlukan adanya dua orang saksi pada waktu menjatuhkan talaq dengan
syarat-syarat sebagai berikut: Islam, aqil balik, laki-laki, dan adil. Beberapa
ketentuan tentang saksi tersebut sesuai dengan dalil naqli yaitu:

“Apabila iddahnya (hampir) sampai habis, hendaklah kamu pegang (rujuki)
mereka kembali dengan secara ma’ruf (baik) atau kamu ceraiakan mereka
dengan secara ma’ruf dan hendaklah kamu persaksikan (yang deimikian)
pada dua orang yang adil diantaramu dan hendaklah kamu bayarkan
kesaksian itu karena Allah. Itulah yang diajarkan kepada orang beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Barang siapa yzng takut pada Allah, maka
Allah akan mengadakan baginya ‘empat keluar ( dari kesulitan ).
(Terjemahan S. Ath-Thalaq : 2 ).

4. Apabila seorang isten1 / isteri-isteri telah dijatuhi talag oleh suanu maka
penjatuhan talaq terscbut menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus

ditunalkan oleh suami terhadap isteri.
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Yang dimaksud dengan surat gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh
adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak pada Pengadilan dan dengan
keputusan Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanannya tidak
menamakan hal ini cerai gugat tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengn suatu
gugatan. Peraturan Pelaksanaan dalam penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai
berikut:

“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh s:orang isteri vang

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami

atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya

dan kepercayaannya itu selain agama Islam™.

2.3.1.2 Alasan perceraian

Menurut R Subekti, undang-undang tidek membolehkan perceraian dengan
permufakatan saja antara suami dengan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah.
Seiring dengan itu ditentukan pula bahwa percerian hanya -nungkin dilakukan dengan
salah satu alasan seperti disebutkan dalam undaﬁg—undang Perkawinan.

Adapun alasan-alasan yang dimaksud, tercantum dalam Penjelasan pasal 39
ayat 2 Undang-undang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pelaksana yang berbunyi
sebagai berikut:

a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin
dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kamauannya.

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung.

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain.
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e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

f antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila alasan perceraian tersebut karena salah satu pihak meninggalkan
pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka ketentuan pasal 21 berlaku
untuk gugatan perceraian semacam ini ditegaskan sebagai berikut:

1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b,diajukan kepada
Pengadilan ditempat Penggugat.

2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun
terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. ‘

3) gugatan dapat dierima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak
mau lagi kerumah kediaman bersama.

Berbeda halnya apabila alasan perceraian tersebut karena antara suami dan
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pasal 22 berlaku efektif terhadap gugatan
perceraian semacam ini yang ditentukan .

1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada
Pengadilan ditempat kediaman tergugat.

2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagt
Pengadilan menganai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan sctelah
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Adapun pasal 23 khusus berlaku bagi gugatan perceraian yang disebabkan
karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Pada prinsipnya perundang-
undangan menetapkan bahwa gugatan perceraian karena alasan salah seorang suami
isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

sebagi dimaksud dalam pasal 16 huruf ¢ maka untuk mendapatkan putusan perceraian
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sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang

memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. .

Demikian pula halnya pasal 24 berlaku bagi keadan suami isteri selam dalam
proses/berlangsungnya gugatan perceraian. Dalam kaitan im Pengadilan dapat
melakukan langkah-langkah positif, yakni :

1) selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau
tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang wmungkin ditimbulkan,
Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu
rumah.

2) selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengguget atau
tergugat, Pengadilan dapat :

a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami,

b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan
anak;

¢. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang
yang menjadi hak suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami
atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Diuraikan dalam penjelasan bahwa izin Pengadilan untuk memperkenankan
suami isteri tidak berdiam dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan
pertimbangan demi kebaikan suami isteri itu beserta anak-anaknya.

Proses perceraian yang sedang terjadi antara suami isteri tidak dapat
dijadikan alsan bagi suami isetri untuk melalikan tugasnya memberikan nafkah
kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban sumi isteri itu terhadap anak-
anaknya. Harus dijaga pula jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki
bersama-sama oleh suami isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi
terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja
menimbulkan kerugian pada suami isteri itu melainkan mungkin ju’a mengakibatkan

kerugian pihak ketiga.
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Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum
adanya keputusan Pengadilan mengenai gugatan percerian itu. Ketentuan ini diatur
dalam pasal 25 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

2.3.2  Pengertian Dan Syarat-syarat Gugatan

2.3.2.1 Pengertian Gugatan
Didalam kehidupan ini semua mempunyai masalah akan tetapi tidak semua

masalah itu dapat diajukan ke Pengadilan melainkan dapat diselesaikan secara

musyawarah. Untuk itu pengadilan memberikan perlindungan hak untuk mencegah

“eigenrechting”. Setiap orang mempunyai kepentingan untuk memperoleh

perlindungan hukum oleh Pengadilan. Tidak semua orang mempunyal kepentingan

dapat mengajukan tuntutan hak semaunya ke Pengadilan. Akan tetapi diberikan
kepada mereka yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Untuk itu tuntutan harus
mempunyai kepentingan hukum yang cukup, kemudian Pengadilan mengabulkan
tuntutan tersebut yang mempunyai bukti yang didasarkan atas suatu hak. Mahkamah

Agung dalam putusannya tanggal 7 juli 1971 No.294 K/SIP/1971 mensyaratkan

bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan

hukum.(Sudikno Mertokusumo 1998:4),

Adapun pendapat para ahli hukum tentang pengertian dari gugatan adalah
sebagai benkut : ‘

Menurut D Prints yang mengatakan bahwa gugatan adalah suatu pemohonan yang
disampaikan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengenal suatu
tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara
tertentu oleh Pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan
tersebut.(1996:1)

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan adalah tuntutan hak yang
bertujuan untuk memperoleh perlina’u.ngan hukum yang diberikan oleh

Pengadilan untuk mencegah “eigenrechting”.(1993:1)
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Menurut Retnowulan Sutantio dan I[skandar Oeripkartawinata  yang
mengemukakan tentang dasar gugatan itu sendiri adalah pada umumnya tiap gugatan
harus berdiri sendin,penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas
tertentu yaitu apabila pihak penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para
tergugat itu-itu juga orangnya (1997:49).

Setelah mengetahui pengertian-pengertian diatas maka dapat ditank
kesimpulan bahwa gugatan adalah swatu permohonan atau tuntutan hak yang
disampaikan ke Pengadilan yang berwenang atas tuntutan tersebut dan bertujuan
untuk memperoleh perlindungan hukum oleh Pengadilan serta mencegah

eigenrechting (main hakim sendiri).

2.3.2.2 Syarat-syarat Gugatan

Didalam mengajukan suatu gugatan agar dapat diterima oleh
Pengadilan,maka kita harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Adapun persyaratan didalam isi gugatan harus memuat pokok-pokok yang harus
dipenuhi yaitu :
1. Identitas dari Para Pihak .

Yang dimaksud identitas para pihak adalah ciri-ciri dari pada penggugat dan
tergugat yaitu nama serta tempat tinggalnya, umur serta status kawin atau tidak
perlu dicantumkan.

2. Dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta
alasan-alasan dari tuntutan atau fundamentum petendi.

Fundamentum petendi terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan
tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang
hukum. Pada bagian tentang kejadian ini merupakan penjelasan duduknya perkara
sedangkan tentang hukum ialah uraian tentang hak atau hubungan hukum yang
menjadi dasar yuridis dari tuntutan bahwa hak atau peristiwa yang harus

dibuktikan dipersidangan 1tu harus dimuat dalam fundamentum petendi sebagai
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dasar dari tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang
merupakan dasar tuntutan .
3. Tuntutan atau Petitum
Petitum atau tuntutan adalah apa yang oleh penggugat diminta atau
diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Mahkamah Agung dalam putusannya
tanggal 16 desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak diterimannya
tuntutan tersebut.( Sudikno Mertokusumo,1998 : 42 )
Hakim wajib mengadili semua dari petitum dan hakim dilarang utntuk
memutuskan lebih dari pada apa yang diminta oleh penggugat (R Sutantio dan
Iskandar Oeripkartawinata, 1997 : 17 ).
Didalam isi dari gugatan harus memuat syarat-syarat yang tercantum diatas
apabila salah satu dari syarat diatas tidak terpenuhi maka gugatan yang diajukan tidak
akan diterima oleh pengadilan. Dan persyaratan yang diajukan didalam gugatan harus
jelas dan lengkap.
Didalam hukum acara perdata dikenal dengan 2 (dua) macam kewenangan
mengadili yaitu
1. wewenang mutlak ( absolute competentie )
Yaitu menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat
dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.

2. wewenang relatif ( relatife competentie )
Yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa
tergantung dari tempat tinggal tergugat. Azasnya adalah yang berwenang adalah
Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

Setelah mengetahui macam-macam kewenangan mengadili,maka suatu
gugatan harus benar-benar diajukan pada pengadilan dimana perkara itu
disengketakan antara penggugat dan tergugat. Cara mengajukan gugatan harus
diperhatikan oleh penggugat yaitu bahwa gugatan harus diajukan recara tepat kepada
pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara vang disengketakan

tersebut.(R Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997 :11)
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2.3.3 Unsur-unsur Perjanjian Dan Syarat Sahnya Perjanjian

2.3.3.1 Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain
atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari
peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan
perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang
membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku [l KUH Perdata, titel 1l
sedangkan dalam titel V sampai titel XVIII dimuat ketentuan mengenai perjanjian
yang khusus, meskipun demikian, dengan sendirinya ketentuan yang mengatur
perikatan pada umumnya ada dalam titel I dan titel IV yaitu tentang hapusnya
perikatan tetap berlaku bagi perjanjian. Defimsi perjanjian yang terdapat dalam pasal
1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana suatui orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan adanya perjanjian maka
timbullah suatu hubungan antara pihak-pihak yang akan mengadakannya, sehingga
hubungan tersebut dinamakan perikatan.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan
mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal
dalam lapangan harta kekayaan (1993:78)

Menurut R.Subekti menyatakan :

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu
hal”(1985:1)

Selanjutnya menurut Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah sebagai berikut:
“Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan” dimana hukum mengenai
harta benda antara dua pihak, dalan:l mana suatu pihak beganji untuk
melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak

yang lain dapat menuntut pelaksanaan janji tersebut.”(1993:9)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

Dengan demikian jelas bahwa perjanjian mengandung suatu hubungan
hukum antara pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam perjanjian
adalah suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dimana masing-
masing pihak terikat dalam hak dan kewajiban.

Dengan demikian setelah melihat pengertian dari perjanjian diatas,maka
unsur-unsur dalam perjanjian adalah :

1. adanya para pihak yaitu dua pihak atau lebih yang mana pihak im dapat dilakukan
oleh orang sebagai individu dengan orang lain,orang dengan badan hukum atau
badan hukum dengan badan hukum;

2. adanya persetujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian;

3. tujuan tertentu maksudnya bahwa dalam perjanjian itu tercantum tujuan yang
hendak dicapaidari dar isi kesepakatan;

4. ada prestasi yang akan dilaksanakn yaitu kewajiban para pihak untk mewujudkan
maksud dalam perjanjian.(Abdulkadir Muhammad, 1993:79)

2.3.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian menganut sistem terbuka artinya bahwa setiap orang boleh
membuat perjanjian apa saja ,asalkan tidak dilarang oleh Undang-Undang serta tidak
berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sifat terbuka ini tercantum
dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyai : “Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, Subekti
menjelaskan mengenai keleluasaan tersebut sebagai berikut :

“Dengan menekankan pada perkataan semua maka pasaal tersebut seolah-
olah berisikan suatu pernyataan -kepada masyarakat bahwa kita
diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau
tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mercka yang membuatnya
seperti suatu undang-undang. Dengan perkataan lain Jbahwa soal perjanjian
kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal
dalam hukum perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak mengadakan
aturan-aturan sendiri dalam perjanjian kita adakan itu”(1987:14)
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Dengan adanya sifat terbuka ini, orang dapat membuat perjanjian apa saja yang
dikehendakinya, baik berdasarkan apa yang telah diatur dalam unding-undang
maupun yang belum ada aturannya

Meskipun demikian terhadap kebebasan untul: mengadakan perjanjian itu
oleh undang-undang diadakan pembatasan dari tiga hal yaitu:

a. tidak dilarang oleh undang-undang;
b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
¢. tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila perganjian tersebut telah
memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang sehingga secara hukum telah
dipenuhi. Menurut pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah
|. adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirt;

2. kecakapan untuk membuat perjanjian;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Ad.1 adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri,

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua
subyek yang mengadakan perjanjiaan itu harus bersepakat, setuju atau sepakat
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Persetujuan
kehendak yang melahirkan kesepakatan tersebut sifatnya bebas artinya tidak ada
paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul murni atas kemauan dan
para pihak , karena jika perjanjian tersebut mengandung suatu paksaan kekilafan
atau penipuan maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada
hakim
Ad.2 adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum pada
asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut
hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak
cakap untuk membuat suatu perjanjian :
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1. orang-orng yang belum dewasa,

2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,

3. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua
orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian
tersebut.

Menurut KUH Perdata seorang perempuan yang bersuami untuk mengadakan
suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal
108 KUH Perdata) akan tetapi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963
tanggal 4 Agustus 1963 kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
diseluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal 108 dan
pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seoerang istri untuk melakukan perbuatan
hukum dan untuk menghadap didepan pengadilan tanfa izin atau bantuan dari
suaminya, sudah tidak berlaku lagi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1|
tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan ) khususnya pasal 3 dari undang-undang
tersebut menerangkan bahwa hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang
dengan hak dan kedudukan suami didalam kehidupan berumah tangga dan dalam
pergaulan hidup masyarakat.

Ad.3 suatu hal tertentu

Mengandung makna bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hai tetentu,
artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul
suatu perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus
ditentukan jenisnya.

Ad.4 suatu sebab yang halal

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian, dengan
segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah
sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud . Bukan
itu yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu sesuatu yang
menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk

membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak dipedulikan oleh suatu undang-
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undang,hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan
seorang atau apa yang dicita-citakan seorang yang diperhatikan oleh hukum atau
undang-undang hanyalah tindakan orang dalam masyarakat.

Disamping syarat-syarat tersebut diatas yang sifatnya mutlak para pihak dapat
menambah syarat-syarat lainnya sebagai syarat tambahan, asalkan tidak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1337 KUH Perdata.

Asas-asas yang digunakan dalam perjanjian menurut R Subekti antara lain :

. asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka)
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka , artinya macam-macam hak atas
benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan mengenai hak-hak atas benda itu
bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasasn yang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa
saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

2. asas konsensualitas (kesepakatan)
In1 merupakan asas yang mengandung bahwa perjanjian yang dibuat itu telah
lahir dengan adanya kesepakatan dari para pihak, jadi dengan adanya asas ini
maka perjanjian itu sudah ada atau lahir dengan adanya kata sepakat dari para
pihak yang membuat perjanjian baik itu dinyatakan secara lisan maupun tertulis.

3. asas kekuatan mengikat
Asas yang terdapat dalam hukum perjanjian yang berara bahwa suatu asas yang
berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Mergikatnya perjanjian yang
dibuat secara sah oleh para pihak sebagai ungang-undang dapat diartikan pula
sebagai lapangan bagi siapa saja ,selain hakim untuk dapat mencampuri isi
perjanjian ,hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kepastianb hukum, sehingga
hakim diber1 kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian , supaya tidak
bertentangan dengan rasa keadilan, isi perjanjian tidak bertentangan dengan

ketertiban umum dan kesusilaan.
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asas berlakunya suatu perjanjian

Perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak ada
pengaruhnya bagi para pihak ketiga termasuk untuk mendapatkan keuntungan
dari adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-
undang, asasnya kepribadian ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang
menerangkan bahwa tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri
atau meminta ditetapkannya suatu pcﬁanjian melainkan untuk dirinya sendiri.
asas itikad baik

Sebuah asas hukum peranjian lain, termuat dalam pasal 1338 avat 3
menerangkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang
pertama-tama harus diperhatikan adalah bahwa pasal im1 berbicara tentang itikad
baik pada pelaksanaan suatu perjanjian, jadi sesudah perjamjian itu ada arti
perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut, memperhatikan itikad baik
pada pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut
(ukuran) keadilan/kepatutan dan kepantasan.

Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama, diharapkan isi

perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak , sehingga tujuan

diadakannya perjanjian tersebut tercapai dan prestasi terperuii. Namun ada kalanya

suatu perjanjian terhambat pelaksanaannya, hambatan tersebut dikenal dengan adanya

dua kemungkinan, yaitu ingkar janji (Wanprestasi) dan keadaan memaksa

(Overmacht).

\:

Wanprestasi

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah bila salah satu pihak atau para

pihak tidak melaksanakan prestasi atau mengingkari janjinya. Wanprestasi dapat

berwujud :

a. tidak melaksanakan prestasi atau yang diperjanjikan sama sekali;

b. melaksanakan prestasi atau apa yang diperjanjikan tidak seperti yang
diperjanjikan,

c. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
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d. melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Terhadap wanprestasi bagi pthak yang melakukannya dapat diancam beberapa
sanksi atau hukuman berupa pembayaran kerugian yang diderita pihak lain sebagai
akibat dari perbuatannya, pembatalan atau pemecahan perjanjian, peralihan resiko
dan pembayaran biaya perkara jika terjadi perselisthan yang diperkarakan di
pengadilan.

2. Overmacht

Overmacht disbut juga keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian yang
tidak dapat diduga-duga terjadinya sehingga menghaiangi seseorang untuk
melaksanakan prestasinya. Jadi tidak terlaksananya atau kelambatan dalam
pelaksanaan perjanjian sama sekali bukan disebabkan karena suatu kelalaian. la tidak
dapat dikatakan bersalah atau alpa dan kepadanya tidak dapat atau tidak boleh
dijatuhkan sanksi-sanksi yang iancam atas suatu kelalaian.(Suvekti, 1995:55)

2.3.4 Pengertian dan Prosedur Pembuktian Perkara Perdata
2.3.4.1 Pengertian Pembuktian

Didalam proses penyelesaian perkara perdata, pembuktian adalah merupakan
suatu proses penting dalam penyelesaian perkara perdata. Dengan adanya pembuktian
ini sengketa perdata dapat diketahui keadaan yang sebenarnya dari peristiwa-
peristiwa yang menjadi sengketa dan dua belah pihak yaitu penggugai dan tergugat
yang kemudian hakim menyimpulkan suatu putusan sebagai penatapan hukumnya.

Menurut R. Subekti mengatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan
bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun
membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Jadi dalam hal ini bilamana
penggugat mengajukan suatu gugatan maka pihak penggugat juga yang harus
membuktikannya.
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Untuk mengetahui tentang pembuktian terlebih dahulu harus mengetahui arti
dart membuktikan, membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu :

1. membuktikan dikenal dalam arti logis
Yang berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap
orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lain.

2. membuktikan dalam arti konvensional
berarti memberi kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan
kepastian nisbi atau relatif

3. membuktikan dalam arti yunidis
Yaitu membern dasar-dasar yang cukup kepda hakim yang memeriksa perkara
yang bersangkutan guna memben kepastian tentang kebenaran peristiwa yang
diajukan.

Menurut Suyling membuktikan secara yuridis tidak hanya memberikan kepastian
kepada hakim tetapi juga peristiwanya yang tidak tergantung pada para
pihak(seperti persangkaan dan tidak tergantung pada keyakinan hakim pada
pengakuan dan sumpah).(Sudikno Mertokusumo, 1998:108)

Dari pengertian diatas memberikan suatu peristiwa dalam suatu hubungan
hukum adalah suatu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang
dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah
dikemukakan oleh pihak lawan.(R Sutantio dan Isandar Oeripkartawinata,1997:59)

2.3.4.2 Prosedur Pembuktian Perkara perdata

Dalam hal pembuktian suatu perkara atau peristiwa, gugatan yang menjadi
pokok sengketa diajukan dihadapan hakim dipersidangan. Kemudian pengadilan
memeriksa gugatan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Tidak semua dalil
yang menjadi dasar gugatan tiu harus dibuktikan kebenarannya sebab dalil-dalil yang
disangkal apa lagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan. Didalam pembuktian perkara
perdata ini tidak selalu pihak penggugat yang membuktikan dalilnya, akan tetapi
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hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menetukan siapa diantara para pihak
yang akan diwajibkan untuk memberikan bukti baik itu penggugat maupun tergugat.

Seperti telah diuraikan diatas maka pembuktian dilakukan oleh para [pihak
dan bukan hakim .Hakim hanya memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan
alat-alat buktinya, dan hakim membebani para pihak dengan pembuktian. Dengan
membebani para pihak ini sangat menetukan jalannya peradilan. Maka hakim harus
sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembukuan.(Sudikno
Mertokusumo,1998:115)

Kemudian hakim memerintahkan kepada para pihak untuk memberikan
bukti-bukti yang ada untuk memperoleh kebenaran. Dengan bukti-bukti yang sah ini
maka dalam hukum acara perdata hakim harus terikat pada alat bukti dan hakim
hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang diteatukan oleh
undang-undang saja.

Didalam hukum acara perdata alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-
undang vyaitu :

I. Alat bukti tertulis atau surat
lalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan
untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan
dipergunakan sebagai pembuktian.(Sudikno Mertokusumo,1998:121)
Dibagi menjadi dua yaitu :
a.Akta
adalah surat yang diben tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi
dasar suatu hak atau perihal yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk
pembuktian. Akta ini dibagi dua macam yaitu :
- Akta Otentik
Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh
penguasa,menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan
maupun tanpa bantuan dan yang berkepentingan yang mencatat apa yang

dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.
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- Akta dibawah tangan
akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para piatiak tanpa bantuan
dari seorang pejabat.(Sudikno Mertokusumo,1998:128)
b.Surat
adalah segala sesuatu yang menjadi ide dalam pikiran kemudian dituangkan
dalan tulisan.
Pembuktian dengan Saksi
Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan
tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan

dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu dalam perkara yang dipanggil
dipersidangan.
Persangkaan
Dibagi menjadi dua yaitu :
a. Persangkaan berdasarkan kenyataan
Hakim memutuskan berdasarkan kenyataannya berarti bahwa hakim
memutuskan perkara berdasarkan suatu peristiwa tertentu dengan
membuktikan peristiwa lain sesuai dengan kenyataan yang ada vyang
menghubungkan peristiwa tersebut.
b. Persangkaan berdasarkan hukum
Pada persangkaan berdasarkan hukum maka undang-indanglah yang
menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan
dengan peristiwa yantg tidak diajukan (dibagi dua yaitu persangkaan yang
memungkinkan adanya pembuktian lawan).
Pengakuan
Pengakuan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang
tsecara tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan,
yang membenarkan baik seluruhnya maupun sebagian dari sutu peristiwa, hak
atau hubungan hukum yanh diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan

pemeriksaan lebihlanjut oleh hakim tidak perlu lagi.
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Sumpah
Yaitu suatu pernyatan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada
waktu memberi janj1 atau keterangan dengan mengikat akan sifat maha kuasa darni
Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak
benar akan dihukum olehNya.
6. Pemeriksaan Setempat
Yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang
dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan
melihat sendiri , memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian
tentang peristiwa-peristiwa yang disengketakan.
7. Keterangan Ahli
Yaitu keterangan pihak ketiga yang obvektif dan Lertujuan untuk membantu
hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Pada
umumnya keterangan seorang ahli yang digunakan hakim itu bertujuan agar
memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya
dimilik oleh seorang ahli tertentu.

Kemudian setelah peristiwa konkritdibuktikan dan dikonstantir kemudian
dicarikan hukumnya. Mencar: hukum atau menemukan hukum tidak sekedar mencari
undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan
hukumnya, sebaliknya undang-undangnya yang harus disesuaikan dengan
peristiwanta yang konkrit. Setelah hukumnya ditemukan dan hukumnya (Undang-
Undang) diterapkan pada peristiwa hukumnya maka hakim menjatuhkan putusannya.

2.3.5 Pengertian Putusan

Tidak menutup kemungkinan proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan
berjalan lancar bahkan bisa berjalan lama. Dalam proses pemeriksaan dalam suatu
pengadilan khususnya perkara perdata, maka hakim harus aktif dalam melakukan
pemeriksean , hakim harus berusaha sekeras-kerasnya untuk menyelesaikan perkara
tersebut sampai tuntas sehingga tidak menimbulkan perkara baru. Hal ini diatur
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dalam pasal 5 (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970, bahwa hakim dalam perkara
perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan.

Akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara dipengadilan itu adalah dengan
memberikan putusan oleh hakim, tetapi tidak semua putusan itu merupakan akhir dan
pemeriksaan atau untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara, karena putusan itu
sendiri ada dua macam yaitu putusan sela dan putusan akhir (R Sutantio dan Iskandar
Oeripkartawinata, 1989:102). Putusan sela adaiah putusan yang dibuat oleh hakim
sebelum 1a menjatuhkan putusan akhir yang maksudnya untuk memperiancar
pemeriksaan perkara atau memernntahkan salah satu pihak untuk membuktikan
sesuatu atau mengangkat sumpah yang tidak dibuat denfan surat tersendini seperti
putusan akhir tetapi dicantumkan dalam berita acara sidang. Terhadap putusan sela
tidak dapat diajukan banding kecuali bersamaan denagn putusan akhir. Sedang kan
putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara yang
sudah mempunyai kekuatan hukum. Selanjunya putusan akhir dibagi yaitu :

1. Putusan tidak dapat diterima
Bahwa putusan akhir tidak dapat diterima, dengan alasan :
- gugatan tidak berdasarkan hukum;
- gugatan tidak patut;
- gugatan bertentangan dengan kesusilaan;
- gugatan salah;
- gugatan kabur;
- gugatan tidak memenuhi persyaratan;
- obyek tidak memenuhi persyaratan;
- subyek gugatan tidak lengkap;
- diL
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Gugatan dikabulkan

Yaitu suatu gugatan yang terbukti kebenaranya dipengadilan akan dikabulkan
seluruhnya atau sebagian.

Gugatan ditolak

Yaitu gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dipengadilan maka
gugatan itu akan ditolak, penolakan dapat terjadi untuk seluruhnya maupun

sebagian.

Ada tiga macam kekuatan putusan hakim yaitu :

a.

.

Kekuatan Mengikat
Yaitu kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum
terhadap pthak yang tidak mentaatinya secara sukarela. Kekuatan pembuktian ini
mengikat bagi pihak yang berkepentingan atau berperkara.
Kekuatan Pembuktian
Yaitu kekuatannya didasarkan atas bukti bukti yang ada dan harus diperhatikan
putusan hakim itu sebagian dokumen merupakan suatu akta otentik menurut
pengertian undang-undang sechingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan
pembuktian mengikat (bagi para pihak yang berperkara) tetapi juga kekuatan
keluar.
Kekuatan Eksekutorial atau kekuatan untuk menjalankan
Merupakan kekuatan ketiga yang melekat pada suatu keputusan hakim yang telah
memperoleh kekuatan hukun tetap adalah kekuatan untuk menangkis suatu
gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas nebis in idem yang
berarti bahwa tidak boleh suatu perkara sudah diputuskan oleh hakim maka
perkara tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai gugatan baru lagi.

Putusan dari hakim harus memperhatikan tiga faktor yaitu : keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan . Suatu putusan haruslah memberi rasa keadialan,

kepastian hukum tetapi putusan itu harus pula mengandung kemaniaatan bagi yang

bersangkutan dan masyarakat.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Perceraian Antara Suami Dan Isteri Sebagai Pertimbangan
Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi
Perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila memenuhi
syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui
oleh hukum(Legally Concluded Contract). Menurut ketentuan pasal 1338 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata,perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memnuhi
syarat-syarat pasal 1320 Kitah Undang-undang hukum Perdata berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya tidak dapat ditarik kembali tanpa
persetujuan para pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang
dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. ‘
Demikian halnya dengan perjanjian perceraian, maka ketentuan diatas berlaku
didalamnya. Perjanjian perceraian ini dibuat denga.n‘ tujuan untuk dapat
mempermudah suatu perceraian antara suami isteri yang tidak mungkin disatukan lagi
didalam rumah tangganya.
Menurut R.Subekti dalam bukunya mengatakan bahwa undang-undang tidak
memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tetapi
harus ada alasan-alasan yang sah menuru* ketentuan undang—mda 1g. Menurut pasal
39 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo.pasal 19 Peraturan Pelaksana, alasan-
alasan itu adalah
Zina (Overspal), pemabuk, penjudi, yang sukar disembuhkan:

b. Ditinggalkan dengan sengaja 2 tahun berturut-turut oleh salah satu pihak tanpa
1jin dari pihak lain;

¢. Penghukuman yang melebihi 5 tahun atau hukuman berat setelah perkawinan
berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukankekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain;

33


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Dari uraian tersebut diatas merupakan suatu alasan yang dapat digunakan
nntuk suatu perceraian. Didalam kenyataan selama ini banyak terjadi perceraian
didasarkan atas perselesihan dan pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus
serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, yang dapat
disebabkan karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami isteri, salah satu pihak tidak dapat memberikan suatu keturunan, dengan alasan
ini banyak digunakan sebagai dalih untuk suatu perceraian. Akan tetapi Pengadilan
akan memberi izin apabila :

a. 1sten tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disemouhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan ketrunan.(pasal 4 (2) UU No.1/1974)

Begitupun sebaliknya terhadap suaminya, disamping itu harus mendapatkan
persetujuan dari para pihak baik itu dari pihak suami maupu pihak isteri. Tidak
adanya pihak ketiga yaitu seorang anak dapat juga menyebabkan ketidak harmonisan
suatu keluarga, keluarga itu bukan suatu keluarga apabila tidak hadimya suatu
anak/keturunan.

Didalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat, hak
dan kedudukan suami isteri adalah seimbang (pasal 31 (1) UU No.1/1974). Sehingga
masing-masing pihak boleh melakukan suatu perbuatan hukum,misalnya melakukan
perjanjian dengan orang lain atau perbuatan hukum yang lain. Eerdasar pasal 1330
Kitab Undang-undang Hukum perdata dinyatakan secara tegas bahwa seorang
perempuan yang sudah kawin dipersamakan dengan seorang yang berada dibawah
pengampuan atau seorang yang belum dewasa. Ketidak cakapan seorang isteri
hanyalah mengenai perbuatan perbuatan hukum yang terletak dilapangan hukum

kekayaan yang mungkin membawa akibat bagi kekayaan isteri itu sendiri. Peraturan
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tentang ketidakcakapan seorang isteri ini oleh Mahkamah Agung dianggap tidak
berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan yaitu pasai 31. Jadi
isteri dapat melakukan suatu perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari suaminya.
Perbuatan hukum yang dilakukan isteri itu sah menurnt hukum dan tidak dapat
dimintakan pembatalan lagi kepada hakim.
Dalam suatu perjanjian, perjanjian itu dianggap sah apabilu telah memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan didalam ketentuan perundang-undangan. Pasal
1320 Kitab Undang-undang Hukum Ferdata disebutkan syaiat sahnya suatu
perjanjian yaitu :
a. adanya persetujuan kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian
(consensus);
b.  ada kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian (capacity);
¢.  ada suatu hal tertentu (a certain subject matter);
d. ada suatu sebab yang halal (legal cause).(R Subekti dan Tjitrosudibio, 1994:183)
Berdasarkan ketentuan diatas yaitu pada syarat (a) adanya persetujuan
kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian (consensus)atau kesepakatan,
didalam pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “Tiada
sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya
dengan paksaan atau penipuan”, ini berarti bahwa bila suatu perjanjian itu
kesepakatannya diperoleh dengan kekhilﬁfan, pemaksaan atau penipuan makan
perjanjian itu dianggap tidak sah atau dianngap tidak ada. Begitu pula terhadap syarat
yang keempat yaitu ada suatu sebab yang halal (legal cause)sebab dalam suatu
persetujuan atau perjanjian itu dibagi dua yaitu
- scbab yang berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Undang-undang serta
tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

- sebab yang dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan
dan ketertibanm umum.

Didalam pasal 1335 dan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan

bahwa perjanjian atau perikatan yang didasarkan atas suatn sebab yang terlarang yaitu
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dilarang oleh undang-undang atau bertentangai: dengan kesusilaan dan ketertiban
umum maka perjanjian atau perikatan tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah
ada.

Adakalanya suatu perjanjian yang telah memnuhi syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian sebagaimana dicantumkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Didalam hal ini
maka tidak dapat memenuhi apa yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia
dikatakan melakukan wanprestasi (breach of contract). Ada empat bentuk wanprestasi
(kelalaian atau kealpaan) yaitu :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dyanjikan tetapi terlambat;

4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaku’:annya.

Didalam hal adanya wanprestasi tentu akan mengakibatkan salah satu pihak
menderita kerugian atas perbuatan dari pihak yang telah melakukan perbuatan ingkar
janji tersebut, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab
atas perbuatannya. Demikian halnya dengan perjanjian perceraian. Maka pihak yang
melakukan wanprestasi itu harus menanggung semua perbuatannya. Untuk itu pihak
yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan hukuman, hukuman atau akibat-akibat
bagi yang telah melakukan wanpresasi itu adalah pebatalan perajanjian melalui
hakim, membayar biaya perkara apabila diperkarakan ¢i muka hakim, membayar
denda atau ganti rugi atas kerugian pada ’ pihak yang merasa dirugikan,atau
menanggung sesual dengan kesepakatan dalam isi perjanjian.

Didalam Kasus Sengketa Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Perceraian
Antara Suami Isteri Putusan Mahkamah Agung RI No. 3713 K/ Pdt / 1994 tanggal 28
Agustus 1997, Ny Eko Saryuningtyas sebagai isteri sekaligus Penggugat asli dalam
perkara tersebut menuntut dilaksanakan perjanjian atau pemenuhan perjanjian yaitu

menuntut misno sebagai mantan suami sekaligus Tergugat asal untuk menyerahkan
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rumah dan tanahnya kepada pithak penggugat sesuai isi perjanjian yang tercantum
dalam “Surat Tanda Penyerahan Rumah” (bukti P.2).

Perjanjian perceraian ini lahir atau berlaku dan mengikat sejak adanva kata
sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian dan dapat dibatalkan apabila
didasarkan atas ketentuan yang berlaku vyaitu undang-undang menghendaki
dibatalkannya perjanjin tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau perjajian itu bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan dan ketertiban umum. Penyelesaian perceraian yang didahului dengan cara
melakukan perjanjian terlebih dulu adalah diperbolehkan, asalkan isi perjanjian
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
demikian juga hukum islam juga memperbolehkan adanya penyelesaian secara
kompromis atau islah yaitu membolehkan merundingkan cara-cara penyelesaian
perceraian dengan tujuan untuk menegakkan nilai-nilai moral dan filosofis yaitu
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.(Terjemahan Surat Al-
Baqarah :130)

Perjanjian perceraian ini adalah sah apabila telah memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata dan
mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang memiiuatnya ( pasal 1338 Kitab
Unadang-undang Hukum Perdata ). Pada kasus sengketa ini Penggugat menggunakan
ketentuan pasal 1320 Kitab-Undang-undang Hukum Perdata untuk menilai keabsahan
dari “Surat Tanda Penyelrahan Rumah” (bukti P.2) yang menuntut Tergugat telah
melakukan wanprestasi yaitu tidak mau menyerahkan rumah dan tanahnya kepada
penggugat sedangkan dari pihak Tergugat menunjuk pasal 132] Kitab Undang-
undang Hukum Perdata untuk mempertahankan bahwa dirinya belum melakukan
wanprestasi. Pada tanggal 22 Nopember 1988 pihak Tergugat telah meralat/mencabut
isi perjanjian dengan alasan bahwa pihak Penggugat akan meralat atau menipu
Tergugat untuk menyerahkan rumah dan tanah miliknya. Dengan demikian menunjuk

pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian itu adalah cacat
hukum yaitu “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diperolehnya karena
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kekhilafan atau dengan paksaan atau penipuan. Tergugat merasa terpaksa melakukan
atau menandatangani perjanjian tersebut yang tidak sesuai dengan hati nuraninya
karena pihak Tergugat berkeinginan memiliki keturunan sedangkan pihak Penggugat
yaitu istert selalu menolak untuk diceratkannya. Sedangkan dalam pasal 4 (2)
Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami boleh beristri lagi apabila
isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan tiadanya anak yang lahir dan
perkawinan ini menyebabkan hubungan suami isteri ini menjadi kurang harmonis.
Dari pihak Penggugat yaitu Ny. Eko Saryuningtyas sebagai isteri mau diceraikan oleh
Misno dengan syarat mau menyerahkan rumah dan tanahi.ya. Sedangkan rumah dan
tanah 1tu bukan merupakan harta bersama selama perkawinan melainkan harta pribadi
dari misno yang ditepati bersama adiknya. Pasal 86 (2) Instruksi Presiden No. 1 tahun
1991 (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwa “Harta isteri tetap menjadi hak
isteri dan dikuasakan penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak
suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Didalam unsur-unsur perjanjian disebutkan bahwa perjanjian dilakukan
dengan itikad baik oleh pihak yang mengadakan perjanjian, apabila perjanjian
tersebut dilakukan dengan latar belakang yang jelek atau dengan-itikad tidak baik
maka perjanjian tersebut cacat demi hukum. Dilihat dari faktanya, yaitu latar
belakang sebelum melakukan perjanjian perceraian ini terdapat itikad yang tidak baik
dari pthak Penggugat yaitu4ngin diceraikan asalkan rumah dan tanah milik Tergugat
diserahkan kepadanya. i

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perjanjian perceraian itu
berlaku sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata) dan mengikat seperti undang-undang bagi mereka
yang melakukan atau membuat perjanjian tersebut (pasal 1338 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata). Dan kesepakatan atau perjanjian itu tidak szh apabila diperolehnya
dengan kekhilafan atau paksaan atau penipuan(pasal 1321 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata), ataupun bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, kesusilaan

atau ketertiban umum ( pasal 1335 dan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum
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Perdata). Apabila perjanjian itu sudah dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian salah satu pihak tidak
memenuhi kewajibannya (wanprestasi) maka pihak yang merasa dirugikan tersebut
dapat menuntut pelaksanaan perjanjian pada pihak yang melakukan wanprestasi
tersebut sesuai dengan 1si kepakatan dalam perjanjian. Sedangkan bila perjanjian
tersebut tidak sah maka dianggap tidak ada perjznjian. ;

3.2 Perbedaan Pertimbangan Hukum Judex Factie Dengan Mahkamah Agung
RI Perkara No. 3713 K/ Pdt / 1994 tanggal 28 Agustus 1997

Didalam kasus perjanjian perceraian ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri
yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi dan kemudian diajukan kasasi serta
telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung R1 No. 3713 k/Pdt/1994 tanggal
28 Agustus 1997,

Pertimbangan hukum antara Judex factie dengan Mahkamah Agung terdapat
perbedaan-perbedaan yang menjadi dasar dari putusannya. Perbedaan pertimbangan
hukum itu adalah sebagai berikut :

Pada Pengadilan Negeri ( Judex Factie ) didalam pertimb-éngan hukumnya
sebelum memberikan putusannya yaitu :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menggunakan ketentuan pasal 1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menilai keabsahan dari “Surat Tanda
Penyerahan Rumah” (buk{i P.2), dimana Penggugat menilai bahwa bukti (P.2) itu
adalah salah sah karean telah memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata sedangkan Tergugat dengan menunjuk pesal 1321 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata bukti P.2 adalah tidak sah. Selanjutnya Majelis
mempertimbangkan bukti P.2 tersebut memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab
"Indang-undang Hukum Perdata, adapun syarat tersebut terdiri dari :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

L2

Suatu hal tertentu;
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4. Suatu sebab atau causa yang halal.

Didalam syarat tersebut untuk syarat ke-1 dan ke-2 telah terpenuhi, sedangkan untuk
syarat ke-3 yaitu: “Suatu hal tertentu” adalah Penggugat (isteri) tidak akan
mempersulit proses perceraian atau tidak akan membantah keingginan Tergugat
untuk menceraikannya, sedangkan suami atau Tergugat akan menyerahkan tanah
dengan rumahnya kepada isterinya setelah bercerai. Untuk syarat yang ke-4 yaitu
adanya suatu sebab/causa yang halal, bahwa yvang dimaksud dengan causa adalah isi
perjanjian itu sendiri dalam hal ini kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat
berisikan :

1. melakukan perceraian;

2. menyerahkan tanah beserta bangunan rumah dan surat-suratnya.

Menurut Causa itu sendiri dibedakan atas causa yang halal dan causa yang tidak
diperbolehkan, dan menurut pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukun Perdata causa
yang tidak diperbolehkan tersebut adalah bila dilarans oleh Undang-undang,
bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, begitu pula perjanjian yang
dilakukan tanpa sebab atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang
(pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tidak merr?punyai kekuatan
hukum sehingga tidah sah untuk itu batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut
dianggap tidak pernah ada. Sedangkan alasan-alasan tentang perceraian diatur
didalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun
1975), sehingga dari semua alasan yang ada dalam pasal tersebut tidak dimungkinkan
ada perceraian yang dengan kata lain tidaklah dibenarkan adanya kesepakatan untuk
melakukan perceraian apalagi disertai persyaratan-persyaratan yang tidak diatur oleh
Peraturan Perundang-undangan. Perbuatan Penggugat dan Tergugat yang
mengadakan kesepakatan sedangkan mereka masih dalam ikatan per<zawinan adalah
perbuatan yang tidak dapat dibenarkan bertentangan dengan kesusilaan. Sehingga
perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Tanda
Penyerahan bertanggal 23 Oktober 1988 adalah didasarkan Causa yang tidak

diperbolehkan sebab bertentangan dengan kesusilaan maka perjanjian tersebut adalah
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tidak sah dan gugatan Penggugat yang didasarkan karena adanya wanprestasi oleh
Tergugat haruslah dinyatakan ditolak.

Sedangkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung RI sebelum
memberikan putusannya yaitu :

Bahwa keputusan dari Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena
tidak mengakui kebolehan penyelesaian secara kompromis atau islah mengenai hal-
hal yang berkenaan dengan akibat perceraian mengenai harta kekayaan, alimentasi,
perwalian anak dan sebagainya. Dalam Agama Islam menggariskan bahwa
kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri yang sudah tidak mampu
menegakkan nilai-nilai moral dan filosofis yaitu : Sakinah (tentram dan damai),
Mawaddah (penuh saling mengasihi), Rahmah (saling menyayangi), make Hukum
Islam mengajarkan dan membolehkan untuk merundingkan cara-cara penyelesaian
perceraian (terjemahan Surat Al-Baqarah : 130 ) serte mengajarkan tentang
pembenaran perkawinan yang dibangun berdasarkan landasan “ Asiru Bil Amaruf ©
dan harus diterapkan dalam pelaksanaan penyelesaian peiceraian (Surat Al-Baqarah :
231) yang menjelaskan : “ Au Sahirunna bil Ma’ruf * artinya Ceraikan dengan cara
yang ma’ruf. Berdasar Hukum kontemporer yang berlaku sekarang apalagi berdasar
pandangan islam, perceraian seperti halnya perkawiran harus- didudukkan dalam
konteks : Moral — Sosial — Kemanusiaan peradaban yang tinggi. jika perkawinan
dibarengi dengan berbagai ?endekatan musyawaiah dan kata sepakat maka perceraian
sebaiknya dilakukan deng}gn pendekatan kompromis atau islah sesuai dengan jiwa
sarihunna bil ma’ruf.

Sehubungan dengan pendapat tersebut diatas dikaitkan dengan penerapan
Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta
Kompilasi Hukum Islam, INPRES No.1 tahun 1991 adalah dimungkinkan bagi suami
isterl untuk menyepakati suatu kompromi tentang hal-hal yang berkenaan dengan
pembagian harta, nafkah, alimentasi atau pemberian maupu imbakan, perwalian anak,

hak berkunjung sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian Pada

prinsipnya, perceraian tetap mutlak kewenangan Pengadilan namunmendahului
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putusan Pengadilan, nilai hukum, moral, kemanusiaan, peredeban memberikan hak
kepada suami dan isteri untuk membuat kompromi ( kesepakatan ) atau konsiliasi
yang menyangkut akibat perceraian yaitu :
kesepakatan yang demikian itu adalah tidak bertentangan dengan ketertiban
umum ( publik order ) atau moral atau Undang-Undang.
- kesepakatan tersebut juga tidak bersifat ilegal atau “ Ongeoor Loofde-Oorzaak
ex pasal 1320 ( 4 ) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Jadi kesepakatan antara suami isteri sebelum perceraian tersebut adalah legal atau sah
menurut hukum dan perjanjian tersebut efekii dan konkluidid sejak putusan
perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan tetap. Dan
persetujuan atau kesepakatan ( bukti P.2 ) adalah sah ( legal ) dan mengikat (binding)
kepada Tergugat dan tidak dapat dipecah secara sepihak oleh Terguoat serta tidak
menerima bahwa persetujuan itu dibuat berdasarkan atas adanya kekhilafan, paksaan

atau tipu daya serta Tergugat dinyatakan telah melakukan “ Wanprestasi / Ingkar

Janpi .

3.3 Kajian

Didalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji dasar-dasar pertimbangan
hukum dari Judex Factie dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI yang
menjadi dasar dari putusannya.

Putusan Pengadilén Negeri Surabaya yang menyatakan menolak gugatan
Penggugat telah benar dan tepat. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya perianjian
apabila syarat perjanjian itu tidak dipenuhi maka perjanjian dianggap tidak sah atau
cacat demi hukum. Dan tentang perjanjian yang tidak diperbolehkan sebelum
perceraian itu adalah kurang tepat, karena didalam peraturan yang berlaku tidak ada
yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya perjanjian yang dilakukan sebelum
perceraian, kemudian didalam Hukum Islam membolehkan melakukan kompromis

atau konsiliasi sebelum perceraian itu terjadi.
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Bahwa perjanjian yang dibuat antara suami isteri sebelum melakukan
perceraian itu adalah sah, syarat-syarat sahnya perjanjian itu telah terpenuhi dan tidak
dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umurn.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa
kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Tanda
Penyerahan Rumah tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2) itu merupakan causa yang
tidak diperbolehkan yaitu bahwa suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan
adalah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan kesusilaan, ini kurang tepat
karena sebelum perceraian itu terjadi antara suami isteri berhok mengadakan
perjanjian ( diatur dalam Pasal 31 (2) UU No.1 tahun 1974 yaitu suami isteri berhak
melakukan suatu perbuatan hukum ) yang berkaitan dengan harta benda yang dimiliki
suami/isteri tersebut. Dan perjarjian itu tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-
undangan tentang perkawinan, dan yang dilarang oleh hukum itu adalah perikatan
jual-beli antara suami isteri ( pasal 1467 Kitab Undang-undang Hukura Perdata ).
Kemudian pertimbangan hukum yang berkaitan dengan perjanjian yang bertentangan
dengan kesusilaan tersebut tidak jelas sebab tidak dijelaskan metigenai kesusilaan
yang bagaimana.

Dengan ditolaknya gugatan Penggugat adalah benar karena didalam perjanjian
tersebut terdapat suatu unsur perjanjian yang kurang yaitu kes~pakatan atau kata
sepakat dan masing—mas’i.ng pihak. Didalam perjanjian tersebut pihak Tergugat
mengucapkan sepakat deﬁgan terpaksa yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena
merasa didalam isi perjanjian tersebut pihak Tergugat merasa ditipu yaitu agar
menyerahkan rumah dan tanahnya kepada pihak Penggugat. Dengan demikian
perjanjian yang dilakukan oleh suami istri tersebut adalah tidak sah dan dianggap
cacat demi hukum karena menunjuk syarat sahnya perjanjian, perjanjian/kesepakatan
tersebut dilakukan dengan paksaan atau keterpaksaan. ( pasal 1321 Kitab U'ndang—
undang Hukun Perdata yang berbunyi bahwa “ Tiada sepakat yang sah apabila
sepakat itu diperoleh karena kekhilafan .atau diperolehnya dengan paksaan atau

penipuan .


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

44

Sedangkan terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI bila dikaji
berdasarkan fakta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Putusan
Mahkamah Agung R mengenai sahnya perjanjian yang tertuang dalam Surat Tanda
Penyerahan Rumah tanggal 23 Oktober 1988 yang dibuat Penggugat dan Tergugat
ini, kurang tepat karena Mahkamah Agung RI dalam memberikan putusannya tidak
disertai dasar-dasar hukum didalam pertimbangannya. Seharusnya didalam
putusannya melihat dulu apakah sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau
belum, yang menggunakan dasar hukum yaitu pasal 1320, 1321, 1335, 1337 dan 1338
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kemudian dihubungkan dengan penerapan
Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.% tahun 1975 serta
Kompilasi Hukum Islam, INPRES No.1 tahun 1991, setelah itu baru diputuskan
sehingga putusan tersebut mempunyai kepastian hukum yang kuat dan memenuhi

unsur keadilan bagi para pihak.
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BAB
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang diajukan adalah
sebagai berikut

1. Perjanjian Perceraian itu berlaku sah apabila telah memenuhi syarat sahnya
perjanjian ( pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ) dan mengikat
seperti Undang-Undang bagi mereka yang melakukan atau membuat perjanjian
(pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dan kescpakatan atau
perjanjian itu tidak sah apabila diperolehnya dengan kekhilafan atau paksaan atau
penipuan ( pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ) dan bertentangan
dengan ketentuan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum ( pasal 1335
dan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ). Apabila perjanjian itu
sudah dianggap sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku kemudian salah satu pihak tidak meincnuhi kewajibannya ( wanprestasi )
maka pthak yang merasa dirugikan dapat menuntut pelaksaan ‘perjanjian sesuai
dengan isi perjanjian dan bila perjanjian itu tidak sah maka dianggap perjanjian
itu tidak ada.

2. Putusan Pengadilan Negeri ( Judex Factie ) didasarkan atas pasal 1320, 1321,
1335, 1337 Kitab Ui;danguundang Hukum Perdata dan pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pertimbangan hukumnya untuk
memberikan putusannya yaitu menolak gugatan dari Penggugat karena
kesepakatan atau perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan putusan
Mahkamah Agung dasar pertimbangan hukumnya menggunakan Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tahun 1975 serta Kompilast Hukum
Islam, Instruksi Presiden No.l tahun 1991 sehingga memberikan putusan yaitu

perjanjian atau kesepakatan ( bukti P.2 ) adalah sah (legal) dan mengikat
(binding) kepada Tergugat dan tidak dapat dipecah secara septhak oleh Tergugat
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serta tidak menerima bahwa persetujuan itu dibuat berdasarkan atas kehilafan,
paksaan atau tipu daya serta Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi
atau ingkar janji.

Putusan Mahkaman Agung RI yang menyatakan perjanjian itu sah yang tertuang
dalam Surat Tanda Penyerahan Rumah tanggal 23 Oktober 1988 yang dibuat
Penggugat dan Tergugat, kurang tepat karena Mal-kamah Agung RI dalam
memberikan putusannya itu tidak diseréai dengan dasar hukum didalam
pertimbangannya. Seharusnya didalam putusannya yang memberikan dan
mempunyai kepastian hukum yang kuat dan memenuhi unsur keadilan bagi para
pithak maka putusanya itu harus didasarkan pasal 1320, 1321, 1335, 1337 dan
pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta dihubungkan dengan
ketentuan peraturan yang lainnya yaitu Undang-undang No. tahun 1974,
Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, kompilasi Hukum Islam, INPRES No.1
tahun 1991 sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

4.2 Saran

i

L2

Agar setiap pihak yang berkehendak untuk mengadakan perjanjian itu
memperoleh keuntungan yang sama maka seyogyanya me;npcrhatikan dan
memasukkan secara rinci klausula-klausula yang akan dituangkar dalam
perjanjian tersebut tentang apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak
serta akibat hukum apgbila ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak
dipenuhi sehingga sé;rlxiru'rr.al mungkin resiko atau timbulnya sengketa dapat
dihindari.

Setiap pihak yang telah terikat dalam perjanjian yang telah dibuat dianngap sah
secara hukum seharusnya dengan itikad baik wajib melaksanakan semua
kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam
perjanjian.

Sebaiknya pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus mengutamakan
rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan seperti «pa yang menjadi tujuan
dar1 hukum itu sendiri.
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dituangkan dalam akiz di bawsh 3ngan dihadzpan saksi dan aparzt Kalurahzn
setempat pada tanggasl 23 Oktober 1388 sep=rti yang terurai dafam bukti P2 ;

bahwa, setelzh iny, tenacilzh proses fercersizn antars Penggugat dengzn Targugst
yang diajukan olah Tergugat melatui Pengadilan Agama Surabaya, kzrena sudah
ada kesepziatan di Luar sidang parceraian iersebut,_maka Penggugat tidzk

membantah terhadzp gugatan pesteraian, sehingga menjadi lancar »
“bahwa, 2kan letapi termyata satelah pUlIsan percera‘za dijatuhkan oleh Pengadilan

Agama Surebgya, tetapi sebelum didafiarkan pada Kantor Urusan Agama setempat
(baru didaftar pada tanggal 1 Februari 1989 g; K.U.A_Kecamatan Tandes), rumah/
anah tersengieta yang telah disarahian kepada Penggugat oleh TergLgai tersebut
telah diminta kambal (dibatalian) tetapi Penggugat keberztan dan menoiak, karena
Penggugat teiah memenyhi Sémua yang diperjanitkan sesuai ya~+3 diminta ol=h

bahwa, oleh kzrena Penggugat ksterztarymenolak =rsebut, maka Penggugat teiah
dilaporkan kepada POLR! oleh Tergugat pada tanggal 3 Desember 198%, karens
dianggap taizh memeras Tergugst dan ternyzta Pergadilan Negzasi Surabzaya
mengaukum Penggugat, tet2pi Pengadilan Tinggi Jawa Timur ¢i Surzbays
membebaskan Perggugat karena caxwaan tidzk tarbuicti dan ol2h Mahkamszh
Agung Rl*Kzsasi Penuntut Umum dcak diterima (biskai P3, P4, PS): 1

bahva, dengan cemikian buks P2 lersebwt agdalah sah menurut hukuri, karena

pembuatannya tidzx terdapat unsur pemerasan seperii yang dicalihkan olzh
Tergugat ;

bahwa, dengén cemilian Tergugat teiah melakukan pérbua'.an mgker janji, yaitu
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7iznah tarsengkatz daiem kosong dari barang-
3213 yang mendapst hak dari Tergugat ;

©:72 iy, Panggugat sangat berkepantingan untuk menuniut
sErzhkanrumahianeh tarsengke= dalam keadaan xasong dari
< Zari siaga sajz yeng mandapat hak dan Tergugat, dergan
L TEf.smemiayar sang paksa sebesar Ap. 100.000,00,- (serams

1l

- =

- neri xelariametéEtan penyershan tanzh/rumah tersengiksia
irZguget tzritung mulai 8 {delasan) hari setelzh Futus2n ini
vkum 2tap ; A - S
T bahws, uniik mzanizodn agar gugzsiznini tidzk menjedi sia-sia, karena Finggugat
koETaElis Jargugat =

2n mangalinkzn rumzhtanzh zrsengketa peda pihak lzin,
Serkepentingan untuk mohon agar diletakkan sita jaminan
-zg; tzrhadzp rumahznah tersengket: tersebut ;

2. b2hws, guzatan ini dlaiukan Z2ngzn buki-bukd ctaatik, meka terhsdep putusan-
Ayz, Pernzsugat mohon agar dagat dijaslankan lesik dahulu, walaupun ada
Sz Ting, kesast zizy verzet : '

*9ut Ciatzs, sucitah kiranya Bapek Ketua Pengadilan Negeri
nen terhsdap njméh‘tznah tetsengketa':‘.'

pihak agzr menghadzp sidang yang zkan diadakan untuk
ni, agar Penggugat dapat menuntut dan Pengacilan Negeri

Scrataya memutusksn ; '

1. Msargebulkan seivrsh gugatan Penggugat ;-. - - . -l

Mzietzkkzn sitz izmi
parz

M2M2riks2 perkars |

2 Me2nyatzien szh can berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan
lerszout ] : L \E : -
3. Mznyarzian bzhwa Surzt tanda Pznyerahan tanggal 23 Oktober 1983 (bukti
2} yang gibust P

t P2nggugsat dan Tergugat acalah sah rienurut huium :
')

4. Msznyzizkan baiwa Tergugat melakian perbuataningkar janji (wonprestasi),
yanu ticak mau menyerahkan rumahtanah tersengketa kepada Penggugat ©

Mznghukum Tergugat agar merryerahkan rumahianah tersengketa dalam

k=zdzan kosong ari bararngbarang atau siapa sgja yang memperoleh hak:

[,n

c&=r Tergugazt, kepada Penggugat;

,(J]

Ap. 100.000,- (S2ratus ribu rupiah) perhan untuk satia) keterlambatan
Peiyerahzn rumahtanah tersengkata tersebut terhitung mulai 8 (delapan) han -
setzian putusan ini mempumyai kakuztan hukum tztap ;

b1 -

Menghuxem Tarzugat untuk membayzr biaya perkara ;

Mzrimbzng, bahwz pada han persicangan yang telzh ditetapkan kedua belah
pihex t2lzh dztzng menghadap digersidangan dan kamudian oleh Ketua Majelis telah
Ciuszhizkzn univk mendamaikan kecdua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, setelah -
MU pemzrikzaan dimulai cergan membacakan surat gugatan tersebut dan oleh Kuasa
Penggugat tezzp dipertzhankan is; gugatanmnya ; -

= -

.
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G e e AT
e i =
Menimbang, bahwa Ters SeZEz21 jewzbannyz atas gugzizna tarsehes tzaa
TIEREETINKEREN Hlasan-alasin sehagal tarikut
- ez zsel moia dUmouins rEiiznda Penyerzhan rumah 1srseSut karans te2a
S@z20 iy zizh timbuyl niz 3 unTuUk mengacakan percar2:iegn dengan 310
Fnggugar C=53n 2izsen fidak sunys Xeturunen lanakl selzoas C=0zreps tzmun :
3T Memzinz rumakh 12rgGa, Cimana seal il limsyl beke 278 pikiran yars
M2ngRanivt benak ssys s=rma berszdoman «rceda pendicNzn o s3ya farmel 223
Y3ng sangal minim dan Zi2s it folzs K2a mencakul Hakwa SEY2 acaiah wErg
YEOG 2wem hukum, denzen kezdzzn sayz sers; toagung meks niat jelsk 20
S¥Y2 uniuk memperdays s=y2 dengzn m2ngajuian syarat yang =ngat bars: Ev3
wwul yakni isteri saya r2ia untuk melakukzn percer

2ian xziau saya mau
I

menyzrelhxan sebuah rumeh milik <iy-satunya Imilik say2 oribedi saty-sen—

- !
alizs buksr gono—gini melzinkan hasil pembeiizn saya sebe!um seya manszaini
Penggugst; '

Czrisyaratyang diajukzn t=rsebut ‘uga didukung oieh simpatisennya yza<ai Kara
"t (Askujadi) yang M27CS8nC2m s2ya bahwa @ tcak zian memberiken surs:
Pengantar c2 Pengadilan Agzma kaizy syarat yeng digjuken isizni saya (Pangouzet

= — e 3}
=z

S2ya ticak penuchi, dan s=ya berceiikali menghadap Ketua AT terrebut dimans
hasilnya teizp nol: ) _ J -

Untuk menghadzpi hal demikian makz sacara terp=ksa saye membubuhkan t2nda-
angan saya diztas kertss segel bermeterai Rp. 1.070,- yang teizh disiapkan clsh
Penggugar (bekas isten saya} yeng bekerja sama dengan kztua RT set=rpet,

Bahkan sebelumnya saya SEring t=ring” cekrok c=ngan Ketuz RT dalem Screg

Penyzrahan Rumah sayz, karena S2ya p2niahankan milik saya satu-satunya; ¥

Den menjelang kurang lesih satu befan lamanye yakni pada 1 nggal 22 Nopember

.

1383 ksrena saya merasa dijebzk dan diticu oleh Penggugat maka pada wzktu
o saya membuat "Sur=t Pemysta=n untuk meralst/membataikan Surat Tanda
Penyerzhan yang dibuat oieh Perggugat bersama Ketua RT setempat bertsncgal
Z3 Citober 19887 yang tembusznimya. antara lain kami Kirimkan pada:

1. Bapak Hakim/Ketuz Pengadilan Agama Surabaya jl. Gadung V10 Surazayz;

Bapak Kepzla Desa,X=!lurahan Simomuiyo Surataya;

Bapzak Ketua RW.Simorautye (Katua RW i Simenulyo) Surebaya ;

Bapak Ketua RT I Simorejo Surzbaya; - - . '

Scri. Sko Saryunirgiyes/isten (Penggugaty; - ~ )

] Bapak Komandan Kepofisian Resort Tandes Surabaya; 1

Bapak Saksi Suparmen, ’

Bapak Saksi As. Preisno,

- 3. ‘P‘\J*.Sil‘.

\

Do W N

0~

Cengan adanya tuiisan Zalam Surs: Tenda Penyerznan, yang terbunyi “Sscarz
lchlas Yabir dzn bathin menyerahian sebidang tanzah dan rumah” dalzm Raii
ssnuban saya pribadi sarcar Serlentangan kzrena pada saat itu saya lakukan crzna
keadaan terjebak dan tergeksa cdalam hal ing Capat ccaendingkan apakah wejar
¢an seimbang pengorbanan saya yakni mengorbankan harta saya satu-s=tunya
dzn hesil cucuran keringat S3aya sebelum saya mampe-istn Penggugat, lair

-
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< Fakim yang k2mi horma, menanggasi buti
53Ugat Capar iz webisangozh setagzi berikut :

U T

—

= e B ) ) Tm
3tzuoun z2lpe tarmasuk TS 3n;l,

inya tidak ada unsur “=x=nan beohin hai zers
x2mbali xami Bitk judel surat it “Surzt Tan
2tujuan atau pefrianjian, mzx3 Czgetlterbacs ad

Anwauniok sermohonzn St Jeminzgn Penge

T2 SeyE zlau tirdacn S3y2 Deium menjurus r2da wanpres:zsis

sebut tidak akan terjadi ;

€a Penyerzhan™ bukan surat
3 URSUr paksaan didaizmnya.
~Butirtuniutan calam gugaian
4G2tsayasangeat barksbzrztan

sit2iar

<=r2nz SurziTanda Panyerahan 53y2 tzian
ralatbetalan padz i2ngo=d 22-11-1328 setelum

GuGeian perceraian belum ©

putus apalagi mendapat aa:ztan hukum t212D, Can p2rimbangan lain bahwa

rumahterszbut adzlah STt saya Sdur saty-
(Bukii, surat ralat’pembezizn 21) t2ariampir.

r\)

Bahwa suraitanda pemnysr=han rumsh yang dibuat atau direk-

S2tunya birsama adik-adik s2ya.

Yasa Pengugat

acalah ticak szh menurut Indum. karena menurut pasal 1320 KUHPerdata, -+

Syarat sehnya suzty pefianzen harus mermench; 4

sebab yzng haial 224 pasat 1327 KUH Peardats
Yang sah apabila sapatat it dderkan karens
dengan paksaan at=y perspaasT

¥ Syaret anizra lain : syaty
Y=ng berbunyi “Tiada sepakat
kekhilafan, atau cﬁperolehnya

-

Didaiam uraian pasaf 1329 LUtHPerdzta antara mencantumkan conton juai befi- -

.

$ebab atau causa yang hatas dan apzbila soal membunuh d'maksudkan dalam

perjanjian misalmrya “Sipenjtai hanya may menjual pisaunya kalay
membunuh orang, maka perianjian- semacam ity aczlah perjanjian
terlarang tidak dikehendzid oleh Undang-urdang: dem

pembeli ..'
‘ yeng - o
ikian juga tindakan

Penggugat untuk memdap=ian rumahnya” yang i_si surat tersebut sangat

bertentangan dengan hati sanubari Tergugat’

3. Sedangint dari tuntutan S§uG=tan Penggugat mengsnai pertwuata‘n ingkar janji - .
yang dilakukan cleh saye {Tergugat) adalzah suaty hal yeng mustahil karena
S3ya merasa belum pemnah melakukan ndakan wanprastasi (ingkar janji) fihat

penjelasan Prof. Subekd, SH dzlam bukunya ,
PERJANGIAN® hal 20 yang mengurai soal Syarat Subyektif dan Obyektifdalam .

yang ber'judul "HUKUM .

Yang mengadakan perjangan tarsabut uatuk melzhirkan suaty pecixatan

hukum, adalah gagalk

Dengan demikian Sada dass unlLK S25ng meneniut cidepan Hakim atay senng

disebut "null and void™;

Jadi jelas tidak aca aizsan w=wtuk mamyerahkz
digugst oieh Penggugat:

n rumahanah sengketa yang -

> Menyinggung soal pidana yang diputus Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dimana -

dalam keputusan Psdana teriediap terdawa-terdakwa dinyatakan tidak terbuksi
karena tidak ada unsur kekarasen memaksa, namun periu diperhatikan Jidalam
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meana calam urusan piczna tdze CiungkECkEn manganai sural cencatuIin

can izin-lzin sebagainya, dam an pulz z=rclekan terhadap k3sasi Jiksz
Zzruniui Umem karana =lanyz alalzian oil dari Jaksa yanrg bersangikuian,
@rzna tidak mengajukzn icrin Jacs Asung, dan arhimya kasesi terssbut
citoiar, hal ini dapat disimazk lzgi begzimana s2ancainy= Jaksa tersatut

meminta idizn pada Jars= Agung 1=ntunyz ekan iimbaul hal reng szbaliknye,
Y25 menghukum P2rogugaes berszma ‘ErmEn-izTiaraya [sSmpatisannys),

Lar: 5asil uraian Sayz2 Cizlzs, k=mi mohen x2gaca 3zzak Hakim Krznya ;

1. Gugaian Penggugat izrazceo Terguca: tenizng 2C25y3 ingkar janii supa.2
¢riolakz karena tidak mamenuhi k=t=noszn dzlam Peruntangundangan Yen3
bedziru: - ;

2 Menjzithkanbeban kep=ca Pengoucst urtuk memIzyer segals ongkos perkare

12ng iimbul sehubungzn Cengan gugstannya ; -

3-- Mchen putusan ini divcenken daiam FUmisen periamasutosen sale
(= - =

Menimbang, bahwa kemudiarn ieweh menjaweb ditsruskan secare tertunis baruca
repiik oi=h kuasa Panggugat, dupfx oleh ergugst

Menmmbang, bahwa kuasa Penggug

2t t2fah mohon Jdiberi <ssempatan untic
mengajuk=n alat bukdi berupa bukti tertufis

Ssrups friocopy yang tercin dari -
1. Folcopy Kutipan akta nikah sibuat, Kzrengreio tanggzl 26-9-1883 oleh Pegawzi

Pancziat Nikah Karangrejo atas p2re2wainan _anizra Misao dengan Eko
. Saryuningtyas, diberi tanda El: ;

2 Foiocopy surat Tanda Pemysrahan yeng dibeat oleh Misno Scrabaya bertangga!
- 23 Ozcber 1888, diberi tanda o .

3 Fotocopy Putusan No.123455d 575389 PRSTy, Haidm Pzagadilan Negeri Surebayz
tanggal 2-8-1588, diberi tandz P3 3 '

4.  Fotocopy putusan Pengadilen Tinggi Surzbaya N0 214,Pid.S/1950 PT. Sby. tanggzi
.7 7-11-15¢0, diberi tanda P4 ; -

'S Fotccopy relaas Pembéfﬁa.’ulan 'r"‘utusan Mahk=mah Agung RI tertanggal 15-12-
1931, diberi tanda P5 ;- g

8- Fotocony surat panggilan No_Pol: SPG 1718/X3/88 Sers tanggal 13-12-1688, cibert
T @ndaPs; - N SN : c ) .

72 Fotocopy pendaftaran Talak No.53/01,141S89 teriznggal 01-Feb-1889, diberi tanca
. o R7: o A -:-*‘.‘"""-' g s g z “, 5 = o . S
bahwa fetocopy mana telah dicocokkan sesuzi dengan aslinya dan telzh diberi meterzi
secukuprya karenanya dapat diadikan buksi, kec:ali buks P1
Menimbarg, bahwa disamping bukii surat kussa P
saksi-seisi yang terdin dari Sy
ketzrangan lebih duly disumpsh
PCxoknyz Sebagai berikut -
1.  Saksi SUPARMAN : 3 . -

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergu¢,at semula mereka adalzh
suami isteri dan tinggad di IL Simorejo 210 Scrabaya ;

enggugat iaiah rmangajukan
Parman can Asbuyadi yang sezelum memberikzn
sesuai cengan zgamanya, Yang rmenerang<an gada

-
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Q73 SIKETEIT G Mereka 1zizh Lercerai;
S3T AT IATELT merseE zarai 2da2 dibuat suree c=oysrehan sebuah rumah y2ng
berzizo st ji Simergio 879 Scrzzaya ks—;:e-je’s—*r-r‘ur‘“t listerinya} dzn saksi
TRz Sty pieh T=gozet iMisoa) unticias =randa-tangan seZaga =cso.,
Catwe: Zomurlz-laraznzn SUrEt tarsabut Sizkieen ditempat k=Ciaman Pak
R i T
=&TWE 5355 137 13he SRECe yeng TEMSUSTTyE: -
CATWRILMES yrng Sserziean sieh Tergugas sess fenggugst sampat sex3rang
T&s.) Siciami oish Tergugat:

- behiws seksi parnahn & s2isi pemysrahen moTak =sera t.:nann\r' beralamat
il Simorzic 110 Surezzya oizh ASsno {Tercugey ceca as.ermya Penggugat)
C2052N SUrst penysrasan o

bahwz pembusztan sus2t tarsehes aczlzh =z=s i; nsiatif Misnc s .vE"idil'l Ketka
merzxa szdang barusee untuk bercerai dengzn isterinya (Perggugcd

- bahwz sz22! perandat=ngenan surst penyeschan tersebut dihadin pula oleh
Pray'ino, Pzk B, Stmenmen dan saksi sencin ;

; ,a S2Xs! =s=but argugat tidax keteratan dengan wfzben dia

sernzh ditentur-bentuecan l'-::’.}c iezTya oleh KT (Saks! Asbuyadi), yang menurut

v hailerseout benas tzrena Tegugat Gdzk sopzn ;

ﬂ"enimbar:g, Sehwa Targugat untuk r"sengukuhen tamzhannya telan menr'a;ukan
. : e b

-

. F=ocopy Pznzizpzn Pzngaczian Agaxa Surama 2nggal 26112-1983 No.1186¢
1S€6, cibari tanda T.1 ;

Fototeopy ixrar =lzk terizrgzal Sutar:aya 7 Januen 1283, diteri tandaT2; -

- = Fowoccoy keterzrgan iz =ng ierjadinya talak dibdat oeh Wakil Ketua Per-gad:lan -
" Agama Surzbzya .ana..gga 21 Januan 1989, d.wentandaT.B' :

Fotocopy Surer rcﬁy-:aanf‘ihzofeﬂ M'xsno be:h--cgai 1Juni 1989 d'bentanda
gy -T t =

: Foto-cc.ﬂy suratl pemmyataan Sur—oaya Maret 10 di'..t.at aleh Mtsno dan Eko
Saryuningtyz

D,
2 x
@
b
i
e

Fotacepy surzt cemyatza = bertzrngga? Surabzye 22-11-'3£3 dlb :at OFen Misno

dib=ri tanca

5
ncz iecima cditzndzizngani olzh Kapala Kelurahan Simomulyq
2 ; - :

Fotocopy iz
bertanggai 3-3 -15€8, Citeni =rca T.7 ;

. Folocopy putusan Pengadi=n Negen Surabaya No.1234Pid.S/1989 PN. Sby,
tanggal 2-8-15CS ciber tanc=a T.5- ]

1. Fotocopy akz ival bed d“rvcc':—;xn Notaris Soetjipto, SH No.41 tanggal 3-5-1989,
diber tanda 7.5;

. . T e we,
. -

) MAPERADIAN'Iél 25

e S g By o RN . T "gﬂ'\w‘z‘ £t


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- K3sz<sian, Surzbaya 25-13-1853 chandziangani

fi meterai savukugnya dzn talah
soatdigunzian seoagai 2la1 huks .

pihek t2i2h polz menyeratan xzsitapulanays

Menimbung, bahwa Gugaizn Pen

= ugel Witinye adalah aoenya wangresiasi dan
Tergugar umruk menyerzhezn sekidzr 3 t2nah c2ngan btargunzn rumah diatasaya

beserta surat-suratnya yang berziamat di jalan Simorej: 147 Surakzya ka2pad:

Penggugat seperti vang teriera calzm surzt tanda “enyerahan Eertanggal 23 Oktober
1SE8 (vide buki P2) : [

ey
')

Merimbtang bahwa Tergugat t2izh manolak Fenyerahan oy dengan menyztaian
karena kstikz pembuatan dan penarczianganan surat tanda Penyerahan terseby:
disebabkan karznz Tergugat dalam zacazr bingung dan %:-maksud meanceraixan
| sterinya (Penggugat) yang a2kan tetapi Pzaggugat selzku isten Tzrcugzet hanya bersadia

bercerai apzkila kepadanya diserzhkzn sebidang tanzh dengan bangunan rumah
diatasnyz besaeris surat-suratnya ; '

Menimbang, bahwa oleh karenz itu kx2mudian Tergugst telzb membuat "surat
permyataan” bertanggal 22 Nopembar 1989 y2ng mzksudnya mneralat/mencsbut

penyerahan tanzh dan rumah diatasnya sarta surat-suratnya itu dengan alasan sepert
tercantum dalam suratnya itu vide T.5); . .

Menimbang, bahwa kedua balzh pihak yaity Tergugat dzlam lewabannya dan
Penggugat dalam repliknya telah menggunakan ketentuan pasal 1320 6W. untuk meniiai
keabsahan bukti P2 dimana menurut Penggugat bukti P2 itu adalah sah karena telah
memenuhi ketentuan pasal 1320 BWY, sedangkan menurut Tergugat dengzn menunjouk-
pasal 1221 BW, maka bukti P2 tesa> 1 adalzh Ldak sah; _ :

Menimbang, bahwa untuk ini tzrlebih duis Majelis akzn memperiimbangkan-
apakah bukti P2 tersebut memenuhi cetentuan pasz) 1320 B'W, apa 5dak dan adzpun
Syarz.lersebui iardiri dari : :

1 Sepakat mera2«2 yang mangikatkan dirinya ;

2 Kecakapan untuk membuat suetu penkatan ;

3. Suatu haltarrenty:

4. Suatu sebab /causa yang halal ;

-

-

Menimbang, bahwa terhadap syarat periama -,-aitu adamrya sepekat mereka Yang
mengikatkzn dirinya bahwasanya baix Penggugat maupun Tergugzat keduanya teiah
bertanda-tangan pada surat bukt P2 tersebut dengan disaksikan oleh RT, RW dan
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amannya Tergugat, behkan menumst ket=rengan saksi Ketua AT y2ng membust konszp
Wretiarsetot teman Tergugatatas cerminizan Tergugat ;

Menimzang bzhrwe Tergugat menyszken cirinyz teleh berz nCz-t2ngan pada surat
2rs2but acz22h kerena terpaksa, aken i=teri bila melihatkeadazn szt penandatznganan
es2buiTerzicatpunye esempatan urtuk Bdak melakukannyz, ini Cersasuaian dengan
s bulai B4 Simana Peniggugat seriz saksi antars lain Ketua AT telzi dibebzskzn atas
Celcwaan meizkuksn p3kszan pada S22t pembuatan surat dan':enanda-tanganannya
Sukli P2 tersebut, oleh kerena iy menurtt hemat Majelis pertyzrzian pertama ciatas

a

22lzh terpenuhi ;

Menim Czrg, behwe tertadap persyarstan kecua Yaitu adznya keczkapan untuk
membuat suatn persetujuan, baiwa t=ik Penggugat maupun Tergugat tidak periu
r

Couxtixan lzgi merexs masing-masing adaizh cakap menurut hukum karena kedua-
:anya orang drwesa dan tidak berada dibawah Fengampuan: e ;

Menimbzang, babwa terhadap persyaratan ketiga yaitu adanyz suaty hal tertentu,
dsini dimaksudczn zgar suatu hal atau suzty harang cukup jelas atzu tertenty dan dari
bukil PZ daget dikessha Gengan jelzs suatu hal tertenty ita adzlar Penggugat tidak .
aen memp2rsulit proses atac membantzh keinginan Tergugat untuk menceraikannya.
secang dari fihzk Tergugat secara iktas kahir bathin untuk menyerahkan sebidang tanzh
sefia banguran rumah diatasnya Can svat-suratimyg 7t a2

Menimbang, bahwa terhadap syarat ke-empat yaitu adan
¥2ng halal, bzhwe yang Gimaiksud Cengan causza adalan isi perianjian itu sendisi dalam
Felini kesepat=tzn antava Penggugat dan Tergugat vang bersikan: . . -

L untukm—i:—.h;tanpe:waian: . . e T s 5
2 . untuk memy=rahien tansh beserta bangunan rumah dan surat-suratnya-; "~ "t

.« Menimbang bahwa czusa ity sendizi dibecakan -

-y:ag tidak diparbolehkan, dan menunut pasal 1337 BW, causa yerg tak di '
tesebut acaizh bila ditarang oleh Undang-undang, bertentangan dengan kesusilzan
atzu ketertiben urnum, begitu pula pesjanfian yang dilakukan tanpa sebab atau yang
dBuat karena suaty sahab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum
sefingga dengan demildan perjanjizn atau penkatan ¥Yang causanya didasarkan atas
kecantuan paszal 1227 BW dan pasa! 133S BW apabila terjadi

h.s:r!':. sehingga perjanjian -

-

0 =
:b
-
g’
o
e
&
2

Menimbzng, bzhwa calam pereiuran perundang-undangan yang mengatur ten-

tang perceraizn t2{2h diterukan pefsyaratannya berupa alasan-alasennya yang diatur
sec2ra liminas? dan atematit (pasal 15

1 - e

¥t
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Menimbsang bahuwea perbuaian Pernggugst dz: S=1 1Bf3Ugil yIng mergadakan
TISEDakzn Tarsa byt diatss S2-2nGXan mareka masih Salam ikatzn sarkaon ran 2daizh
perseian yang tidak dacas ditenarkan, beraniangzn S2ngan r2suLszan ;

Menimiang bzhwa dari alaszii terurai gizras mz gerjenjize zntars TERGQUCETY
r

can Terguga: yang te wang cala.n Surz: Tanda Paryerzhan Sarzagga! 23 Ctocer
282 zdaish ddarzekan causa Y3nC ticzk digerboizrizn sababh C=ECEniEnZIn dengen
trsusilaan 3 perjaniian tersabi acalah tidzk sah, @renanyn 27l demi ukum ;
M nEare. bahwa olay K2rena gugatan Penzguzs: didasarar, kerera adanyz
MEINPTLLIZS! alzh Tergugst se2bagzimana isi Suras Tzrda Penyerzhzn (P2} Sass cdan
Pardasarkan sinean teru; i diatas harusizh dinyataken Siolak ;

ahwa oleh karana ity gugatansaizzh

2i2Zimnya idak periu digerimbang
kzn lagi dan harus Cikesampingkan :

Menimbzog, bahwa P2nggugat dipinak Y2ng Qxsishaan ma@ cnck-s perkars

=
CiZ=Sankan kzpzdenya yang Sesarnyz akan ditetzcian dalem zmar FATisan o
Mangin

el pesal-paszal dari Undang-indang yang bersengkuizn ;

MENGADILY - ,

- Menyztakan r'nen:o_lak gugafzn P—_enggugat_ s—eb‘.ruhnya
- Menghukum Penggugat untuk memba
saztini sebesar-Rp. 38.600,- (tiga

yar be=ya perkara yeng dri=sir hinggs
puluh delzpan rI_bu rigrehy ;-

Demikianizh diputus dz!am rapat musyawzrzh Megells Hakim, pada heri : SENEN,
tanggal 2 AGUSTUS 1933, oleh kami, SARWONO, SH, sebagai Hakim Ketea,
MOESTHOFA, SH, dan DALIL AHMAD, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggotz,
PUtusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dziam s«Czng terbuia untuk tmem oleq
SAZWONO, SH, Hakim Kztua, MOESTHOFA, SH, dan DALN AHMAD, SH, masing-masing

setagai Hakim Anggota dengan dibantu NY. MDI_-LAYITL Fanitera penoganti dzn dihadin
oleh Kuzsa Perggugat dan Tergugat pribadi. . e

- e -
o e T -~ -

.~ | PENGADIAN TINGGI] .. °

4

s EOTURAR T s

-~

‘!‘*Omoﬁgé?ﬁl?cwws:émsay :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG At*:1% ESA

Fengadilan Tinggi di Surabaya, yang memeriksa dzn M2NG=Ah perk=ra perdats |
calam ting<at banding, dalam Musyawarah Majelis Fzidm yang Cunjuk berdaszrkan
Peretanan Vil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 11 Januari 1954 Na72PDT.PTN 1502
FT.SBY, tele menjatuh

kan putusan sebagai berikut calem perkara -

NY- EKO SARYUNINGTYAS, bertemp3t tinges! duly di talan Simorzjo 1110
Surzbaya, sekarang di Jalan Simorejo 1720 Surzbaya, daam hal i members
- kuasa kepada MAHF_UD._SH, Pengacara pada Lembaga bantuan dan

. ; Y
v 4 - 1
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Pzig2mianzan Hukuo "KOSGCSD®, DPD, tingcat | Jaws Timur jalan
Diereguers Mo, 22 Surzbaya, £--Z=sarkan Surat cuasa Khusus, tanggas 12
~gusius 1220, 52252t PENCGGUGCAT PEMBANTING

Niemteea s

2CZ Tark35 parkerz dzn surat-surelyeng berhubungan dengan perkara ini:
i cNTANG DUDUK PERKASA g

Samu n y2ng ternuat dzizm safinzn pususan Pengadilan Neger

ralay2, tenggal 2 Agustus 1-~:-3 No. 15272 5/1923 =N. Soy, yang dalam sicang

argetilan zgeri t2ril'@ untuk umum tersazit i .:c"1 cizh kuasa Fanggugat dan
Gugat prifady, yang emamya terbunyi sebage! berikus :

Menyzizxan mencizt gegstan Fenggugst selurshnya [ . S -

Menghukem PERLGUgET

Atk o .emba-ﬁ-_rba: 2 peraraysng ditzksir hmgg saat
Wi sebeser Rp. 32.0C4.- {Uga puluh deiz oy rupish); '

Memtaz= Sartures-tun

2n Permohonzan Bznding, Iangw: 12, Agustus 1983, yang
~wiz kuasa Penggugat mengajrkan parmohonan banding
terhadar putusan Tngadilan Negen tersabat distes ik
Fisalzh Pemberitzhuzn Pernyetzzn Permohonan Sanding, tanggal 5 Oktober 1993,
y2ng meny=outkan tehwa xepad 2 Terguget diverizhuken tentang permohonan
Eanding tarsebut ; '

Scurat Pemberitaho=n 'Jer"r:-r'ks.a crkas pesiare, tanggal 22 September 1353 dan
tanggai 5 Ciccber 1252, yang menyebutan beirwa Xuesz Penggugat dan TefQUQ_at-
teizh diberitzhukan teniang kesempatan untuc mempelzian berkas perkara ins;

TENTANG HUKUM

Menimbang. bzhwee oleh karena permohonan banding dari kuasa Penggugat
faluc—m dalem temggang weiiu, cengan cara dan memenuhi syarat lainnya yang
itentukan ofeh Undang-undzng, maika permohonan tanding tersebut harus diterima;

Menimbanrg. bahwe ru:zsa Perggugat Pembanding idak mengajukan Memori

anding, maka ticdzkx ada hai-hal yang perlu diperhatkan cleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, behwz setslah Pzngadilan Tinggi mensiizi pemeriksaan sidang

Pengadiian Negeri seperiilersebut Calam berita zczr sidang, surat-suratdalam berkas
serkarz, dan sziinan resmi putusan Pengadilan Negesi, maka Pengadilan Tinggi
barpendsp

¢t bzmwa periimtangan-perimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh
Neger, sudah tepat dan benar, cleh karena itu dambd alih oleh Pengadilan

Tinggi dalam memutizs perkara ini, maxa putusan Pengaditan Negen Surabaya tanggal
Z Agustus 1993 No. 152/Pg1.Gi1593 PN. Sby. harus cikuatkan -

- . -~ <

v . E -L.:
4 ';
’ o Wlbl g y
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Menimbang, batwa oleh tars-z PREScUGEt P2mianding szbagzi pikat yeng
kalahkar dzlem cerezra, maks harus cihukum unmt membaysr Sizva carvz 2 2zlam

1gk2t banding ;

Mengingat p2szlnesal daa L'-"-r_.‘-.:“.g—'_;:'..:jang 220 carstursn - ing bersangiuizn,

—— = -

Menguzikan -imusan Pargadilan Nzczq Surabayz, tang

=

532:ParG/1982 2. Sov, yang dimechonizn bending 12

~h

-

Menghuium Penggugat Pembzrdine crruk memZayar biays perkzra dalam Sagka
=anding sebesar Rp. 20.000,- (Cua Culun riou rupia™ );

Demikianlah cifatuhkan sutuszs iai datam sicarg Musyawzrzh Maiefs, nzda
12r1 SABTU tanggal 26 Maret 1500 SEMBILAN PULUH EM=AT, oleh ¥a2m: -
LSIE WONG, SH, Hakim Tinggi paca Pengadilan Imggi Sursbayz sebagal Katuz
Aajelis, INENGAH WEDASTHA SH, dan SLAMET RIYANTO, SH, measing-masing Kakim
Inggi pada Pengadilan Tinggi Surabays sebagai Hzikm-Hakim Anggota, keraucian )
Jutusan tersebut kemi ucapkan dimuie sidzang terbuia untuk tmum pada hen dan
2nggal 1y juga dzrgan dihadii HUSMNS POUT, Panitara Penggart pada Pengadilan
iinggi Surabaya, ak=n ‘eiapi tanps hadimya kedus beizh pihak y2ng berperkera.

MAHKAMAHE AGUNGRI|-

. PUTUSAN
Ro. 3713 K/POT/1954

~ DEMI KZADILAN BERDASARKAN KETUHARAN YANG MAHA ESa

MAHKAMAH AGUNG

nemenksa perkzra perdata dalam tisgkat kasasi telzh mengambil putusen sabagai
»enkut dalam perkara s - .- i THe e . = j - 28

NY. EKO SARYUNINGTYAS, bertempat tinggal dulu ¢7 jalan Simorejo W10 .
Surabaya, sekarang di Jalzn Simorzjo 1120 Surabaya, dz2lam hal ini membten
kuasa kzpada Mahfud, S.H. beralamat ciJalar Raya Diponegoro 28 Surabaya,

- . barcasar Surat Kuasa Xhuses tanggal 18 Sertember 1994, Pernohon kasa<
(dahulu Penggugat-Pembanding);

melawan:

M 1S N O, bertempat tinggal di Jatan Simorejo I/10 Surabaya, Termohon
kasasi (dahulu Tergugar.—{erbanding)_
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MermrZaca surs-suree Y=2ng tersangkuian

iWlenimbang, bahwe 2= sirst-surat tersebut ternyat2 bahwa s2xzrang Pemohon
K2328i seLzgai PzrG3ucst =27 1zlah MENgJuUGEt sekarang Termohon kasasi sebagai
iargugat 23li oimuka parscengarn Pangadilan Negar Surzbaya Fada poxaknya atas
Gaii—dalii '

banwa pala 2nggal 25 Serizmber 1583 P2nggugat asli telah melangsungkan

permikahen dengzn Terguc=s asli {bukd P1) ¢

Daivaz se-eivam Ciaosear 1563, T2rmpugat esti berhasrat untuk melzi-ukan perceraian -
dengan Perggqugat asii (kererma Sdak Punye anzak), sehingga P2nggugat 3sli menyatakan
kebzralan s2bab merasa Sc=k sah TLELL et

behwz oieh zrena r=ogugat eshi keberatan untuk dicerai, lalu terjadi perundingan
aniara Penggugat ash CencamTergugat asli yaity Tergugat asli memberil=n rumah vang
Berdiri diatzs tan2n yaszn =>x Nc. 1328 persil blok No.44 terletak di Jalan Simorejo
iV10 Surabzya dengan betast=tas secerti tersebut dalam gugatan (bukti P2);

buhwe penyarahzan r:.-aa.’wanah‘sengkm iersebut secara sah telah dit
daizm akia Gibawsh @ng=- sepert terurai daiam buki 825 m

~
il S
. &4

uangkan
bahw=z sztzizh ity :é::—..—_f_i..-"?ah FfCsSes, namun termyata setelah pu'ti:séh.be;cerai_an- T )
dijztuhkan sizh Pengadilan ~g2ma, can sebelum didaftar pada Kantor KUA Kecamatan
Tandes, rumah,t2rzh sengic== yang t=lsh diberkan kepada Penggugat asfi oleh Tergugat
asii iziah diminta kambait, ~=mwn Pznggugat asli menolak karera Pgnggugatjas_!i_{elah_- "
memenuhi s2mus yang Creerienjikan sesuai permintaan Tergugatasli; - 7 - »
bahwa karena Penggogat 2si menolak. maka Penggpg;t asli telah dilaporkan i
kerada Polisi oleh Tergugat 235 kareca dianggap memeras Terqugat asji dan Pengadilan.
Negeri Surzbaya menghukesn Penggugat asli, namun Pengadilan Tinggi membebaskan &
Penggugat zsli k=rena dakmz2n tidax terbuky, dan oleh Mahkamah Agung pemohon . <
kaszsi Jaksz tidzk dapat ce=rima (bukd P3, P2, P5), dengan demikian bukti P2 adalah - .
sah menurut hukum karena pembuatannya tidak terdapat unsur pemerasan seperti-
calih Tergugat asf, dengan demnikian Tergugat asfi telah ingkar janji yaitu tidak’mau -
meayerahian rumahtanah sencketa, arenanya Penggugat asli menuntut agar Tergugat- - .
- asli menyerzhkan rumahtensh sengk=ta dalam keadaan kosong atau kepada siapasaja -
‘Yang mendzpat hak dari Tergugst ash dengan ietentuan Tergugat asli harus membayar-
uang pakss sebesar Bp 180 000, 4seratus riby rupiah) setiap kari ketestambatan
penyershan obyex sengkess kepada Penggugat asli terhitung mulai 8 kari setelah
putusan ini berkexuzten hoesm tetap ; ) | B
bahwa agar gugat ini ficex sia-sia, mohon diletakkan sita jamina terhadap obyek - -
sengxela tersebut : e
bahwa mohcn agar pesisan ini Cagat dijalankan lebih dshulu g
bahwa berdesarkan hai-tal torsebast diatas Fen
Negeri memutuskan sebagas berdast - . 5 3
L} Meletaican S:ta}amzta:?a'hadap rumahftanah te'rsepgketa;_.‘; i : i

ggugat asli mohon agar Pengadilan -.
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Mhermer b Fara pihak agar manghadan sdzng yarg zk3n dizcaxen LRtk

M2Merkss pariars ini, agar Penggugat dana: menvniu: dan Pargadilan Negeri

Surzbaya memuruskar :

T Ve sebelken selurvh gugatza Perggugsr;

2. Marysizien sah dzn berharsa terhaday sta jaminas e N Bt
Ers=gut ;

3. Mznyatzkzn bahwa surat iarnls penyerzizan i2nggel 23 Ckico-:r 1888 .huke
°2) y2ng Sbuat Penggugat Czn Tergugat z2alan 330 menunit huem ;

*. Msznyztzienbahwa Tergugat malakukan S=rSuatan gl 1

-

2itu tidex mau menyerzhkan rumahftanat terszngketa keczds P

iy Psnczugat;

i2rsengzeta dalem
siapa saie veng memcaroieh

o
Y
-y
-.7'

*

5. Menchukem Tergugat agar msnyarahkan rumak
ce2dzzn kosong dari bareng-tareng atzu dar
hek dan Tergugat, kesada Penggogat.;

o)

Menghukum Tergugat agar Tiembayar uang caksa <erada Pengguget s2besar
F0.100.500,- (seratus ribu rucizh) P2rhan untuk setizp raterampbatan panya
rehan rumzhAanah lersengkzia tersebwa terhituna mulzi 8 {Celzpan) nari
* set2izh putusan ini mempunyzi kekuzten hukum tetzp -
7. Menghukiom Tergugzt untuk membayar baya perkara :

bahwa gugzran tersebut telah citolzk oleh Pengadilan Negeri Surzbaya, Zangan
FUtusannyz tanggal Z Agustus 1553 N0-152f?dt&153'_’.?.‘1.8by. :
Fuilusin mana dalam tingkat banding atas permchonan Peng;ugat telah diknsatkan
oleh Pengadilan Tmggi Surabaya, dengan putusannya tanggzl 26 Marst 1094 No.375/
POUISSIPTSby.;  C T e ' : 0 '

-

-~ e -

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitzhikan k2pada kedua beian pihzk pada
anggal 13 September 1994 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-pa;_mi-ending dengan
~efantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa chusus tanggal 19 Sestember 1354
Jiajukan cermohcndn kasasi secara liszn pada tanggzl 26 Septamber 195¢ sebagaimana
‘ernyata dar akte permchonan kasasi No.ISZ,:Pcﬁt.GHQS&'PN.Sby. No.576,Pcij1553;
PT.Sby. yang dibust oleh Wakil Panitera Pengadiltan Negeri Surabaye, parmchonan
mana kemudian dsusyl dengan memon kasas: Yeng memuat alasan-alasarn yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tarsebt padatanggal 10 Oiober 1594 ;

bahwa satelah itu oleh Terguga‘\—{..nfband‘mg Yeng pada tangget 11 Citober 1952
elah diberitzhukzn tentang memon kasasi dari Penggugat-pembandin j diajukan
awaban memon kesasi yang diterima di Kepzniteraan Pengadilan Negen Surzbays
r2da tanggal 19 Ckrober 1994 - .

v

.

Menimtang, bahwa permohonan kasasi 3 quo besera alesan-alasznnys :2lah
fibertahukan kepeda pihak lawan dengan saksama Giajukan calam iengcang waxkty
‘an dangan cara yang ditentukan calam Uncang-Undang, maka olsh kzranz ity
permchonan kasasi tersebut formal dapat diterima G

Menimbang. bahwa keberatan-teberztan Yang diajukan ofeh pemolbioa kasasi
dalam memori kasasinya tersebut pada pokokmya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri (judex facti) dalam perﬁmbaa;bgan hukumnya
- ¥ang ke 14 (halaman 16} telah'ma'ryatakan S :
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-asalyanzisniuang _ adalar cidasarkzn causa Y
. bertantangan d2ngan kesusilaan, maka

ci2nrToans, Zarws dalam sarzturzsn Ferundsng-undangan Yarg mengaiur
8niang - rtarz i t2izh ditzaukan ==73¥=r2'anny2 berupas 2iasan yvana dizrtur

(o 3 ! r =
SECerz v Iant dan == A inaszl 15 PR

.
-~
R

un 1975, s2hinggs.. dsiny:

72.
bBabues 2z <aiah bareniangan C2ngen bukum,
karse~

g:landengan hariatenda YEng

G i suzmiisri sabeiem aca percerzian. Haiini tidak Cilarang oi=h Parzturan
Fsrf_rd:—.ng-_"-:'a.'!-_'_‘ N izniEng Perkawinegn )

- bBEhwa menurut guusan Mahkamiah Agurg tanggai 25 Agustus 1371 No.2e3
KS/o1971 mamry=t=kan: “aias=n Yarg Ciperbo’zshikan berdasar paszi13208.W.
Yerg mempunys: tujuan tersama kad

ua pibzk atas dasar mana kermudian
dizdzean gerizrzzn, dan bukan merupakan hzi yang mengenazi zdbar pada
a ieniizn®, {yurprudansi Mahkamzh Agung RL IV tzhun

terseut tepat, jixa dipakai untuk membatalxen
i zn Tarmohon kasasi, bukan P2

(L -
w
e 1 ¢
U

Bahwiz perti mbzrcen Sukum &

! ~=Tnikum2 13dan “2 15 judex fzcl menyzizkan "Menimbang,
bahwz czrbuatan Fenggugat asal dengzan Tergugat asal 'yang m=2angadakan
kesepzikxzizn tarsekur distas selangkan mareka masih terkat dalam ikzstan per-
kawinan ada it

i2h Uczk ditenarkza, bertzntangan dengan kesusilaan”.

Menimbang,___ maks perianjian antara Penggugat asaj dengan Tergugat

engtidak dipzrbolehkan sebah
perjanjian tarsebut adaiah tidak
alah bertentang:n cengan hukum

sah,... ..dsinya, periimbangan mana ad

melangGer hukum, s=tzb -

- yarg dilarang cleh hukuin zdalah perikatan jual beli antara suami istr; {vide
pasal 1437), ka2t dalam xetiga hal yang berikut:.._ . dstnya ; .
dengzn cemildan sacara a contrario dapat ditafsi

kaszsi) yang mersyerahkan xepada isti (pemohon kasasi) adalah dibenarkan,

oleh karenanys adalzh ssh, karena bukan jual beli :
bafrez pertimtangan hutum tersebist juga sebag

gai pertimbangan yeng tidax
jelzs, setab tdzk dijelasken menganai kesusilzan yYang begaimana; - . -

- .

Menimtarg :

ingenai keterztan 2. 1 dan 2 -

enerapkan hekum karena ridzk menrgzakui kebols

2u

alhal yang berkenazn Cengan axibat perceraian menge
=raalian arnex dan setagasnya.

bzhwa ehzratan-kzzars12n ini Capatditsrarkzn, karana judex fascti talan salah

‘=han menyeies:ikan secara kCmpromis
konsilizs (yeng dzlzm p=mahaman kajian huku’n

nai harta kekayaan, afimentasi

resuai dengan perkemnbangan hukum yang dikenal dengan dokirin alasan perceraian
eriasar PECAHNYA HARMONIS.AS] FELUARGA (hroken marrige doctrin i

e). dimana
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sZ=maizn dan kasih sayang, sz

20235 v sudzh jeun menyimpang dan citacita tshiduszn romah 3723523 yang

G'gariskzn ziaran Islam (sebzgaimana yang ditegaskan dala— A! Owurzna Surrz2h

~iAum i 21), yang mencita—citakan =hiupan keivarga (suami-istr) SACN A H tanmram,

Za2n damai), MAWACDAH {penuh szfing mencasthi) dan RAHMAS 'seling mermy AJTNCi.

Dzlam keadezn kehidupan rumazh =n5Ca yeng ltidek marmpu lagi mensszeczn nilai
;

st moral dan filosofis SAKINAR, MSNVADDAL dan PASMAE, ku

xeooizhan untuk merundingan care—ars penyelesaian parcerzizniS. A 2zgzrzq: 1205
2znkan menurut cendzngan Sukum &am bukan hanye perkawinzs s&ie y=ng clargqap

Ty

i perSuatzn ihadah Yzng te=i=i morel. Percessiznoun diz .GGaEp e v,

F=rouatan yeng bemitai morel rizizm kondisi fike memang percerzizn aczlzh izlandan
pidinan tertzaik bagi suamidisi untux menghindar perbuaian zalim & n s2fing menyvabii
dianizra merexa Sehubungzn ceng=n itu, meskipun perceraian dizngcas perbustan

- HALAL yang pafing dibend ALLAN, remun dalam kondess yang sangat khiuses, perbuatan
perceraian diznggep tindakan berm=i moral. By sebabnya hukum slzm marzaiarkan,
tuxzn hanya dalem cemnbinaan kehici:pan keluarga yeng dibzrgun berdaser 'andzsan
ASIRY BILANMASYUF - Namun lanc=szn nilzi moral inipun harus uge ditsrezizndalam
p=iaksanzen penyalesaian rercers=n Hal itu ditegaskan dalam S. AL = g¢iral 5231
yeng menjelasikan : Ay Sarihunna S3 Msruf (ceraikan dengan carz yang Mz.{)

Kziau begitu bercasar hukum korz=mporer yeng beriaku sekzreng, apalegi berdasar

pardangan Islam, percersizn seperd juga hainya perkawinan, bukzn sexaczr patoEn

fiukum sempit Akzn tetapi patokan hukum tersebut harus diduduikan dzlzm konteks

MORAL, SOSIAL dan KZMANUS!AAR dan PERADABAN YANG TINCCL Jika perkawinan
- dibarengi dengan berbagai pendekztan musyawerah dar kata sepaksr maks per-

cerzianpun sebaknya dilakukan dangan pendekiian Kompromis atzu Isizh sesuai
Cengan jiwa Sachuna Bil MAruf.

Sehutungan dengan alasandan perdapst distas dikaitkan dengan Lereragesn <2i2ntuan
Undangvundan-g No. 1 tshun 1972 daa PP. No. 9 tzhun 1975 sema Xompilesi Hulkum

Islam (lapres No.1 tahun 1831}, Gmungldnkan bagi suami-iszer untux msnyegakat
kompromi teréang hak-hal yang berkenazn dengan pembagian hara, nafezh, Zimentasi
2l2u pemberian maupun imbalan, parwalian atau hak Berkunjung {the right of invitation)
sebeium Pengacilan menjatuhkan putusan Percerzizn. Jadi pArsicny2 m:amecahksan
perkawiann dalam bentuk percerzian tetap mutlak menjadi kewzrangan Pangadilan.
}Jamt._m mendahulut putusan tersebut, nilai-nilai hukum, morzl, <emanusizan dan
P=r3Caban memberi hak kepada suamicistz A untuk mambuat komzromi iy «onsifiasi
yang meayangkut dengan zkibat perceraizn - :

Kesepakatan yang demikian Sdak bertentangan dengan ke
orcer) maupun dengan morad dan péréndang-undangan);

Ofeh karena itu, kesepakatan yang demikian tidax bersifat lilecal ztzu orgesorooide
Oarzaak (pasal 1320 ke, 4 KUH perdara)..

terii2an umun {public
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2 gi31Es dikaiikan Z2n53n kasus yang terizdi dalam

=1 vmem dan perundang-undangan. Sebad apa yang
kLt alimentasi daizm Bantuk suami member! j2aminan
@ rurm.en tempatl Serlindung ak-istri setelah terjzdi
alimaniasi’ni, kzhidusan 2x-isiri setalah teriaci
cgadezn Muallzgat ‘terrztung-ka\ung sepeni layang-
1212 y3ng cdigamtarkan Al Quran S. An Nisaa - 129.
1E73ECul adalan legal 2i2y S2h menurut hukum, dan
G 1275ilung sejak putusan prceraian yeng dijatuhkan
=uAayal hukum tetap; Sehubungan dangan itu, tanpa.
2 pihak Untuk memusyawarahkan 1agi teatang.

S5 gem

. 3 ~ 1
-1 Sy i
"

mnyalassian yang setaice-baixnya atz 2nuhzn (performing) atas kesepakatan isi -

2okt P2, sakslilagi ditegasien, PErsetuiuan *ersebut szh (legal) dan mexgikat (binding}’

T2k Ursa dipecth secara sepihak oleh Tergugat asal. Dan
dapst c¥=rima alzsen Sahwe Persetujuan itu didasarkan atas kekhilzfan,-

s2ksean dantipu daya, karens Tergugeat 2sal tidak dzpat membukiikan adanya faktor-
Sxor tersebut Catem pembuzten perseivjuan yeng tertuang dalam suret bukti P2 dan

Erbulil, sampai sexarang Tergugat a2sal tidak memenuhi isi P.2 tersebut, dengamr-

—emikizn Terguga: asai telzh mealzkiken wenprestasi, sehingija cukup aiasan untuk
mengzbulkan peltum 5, yaoi menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah’
=rperkans kepada Pengguas: ;

Ninimbang, bzhaa berdasari=q perﬁmbangan-penimbangan tersebut diatas,

ciiuangkan dalam surat buki r.2, tidzx berteniangan .

mekz menurut pendapet Mzhc=mah Agung terdapaicukup alasan untuk mengabulkan . .

permohonan kasest yang dizivken pemcnon kaszasi Ny. Eko Saryuningtyas tersebut.

dan membataikan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Maret 1994 No.976&/

FJTSS3,PT.Sby dan putuszn Pengzadilan Neger Surabaya tanggal 2 Agustus 1933

Na. 152 Pt G/1393 PN Sby sehimgga Mahkzmah Agung akan mengadili sendiri perkara

i3 dencan amar segerti Yang disetutkan dibawah ini ;

!e:u'mbahg, E=ivaa Termmchon kaszsiTergugat asal sebagaipihak yang kalah harus- .

“£mbayar semua tizye perkara baix ya~g umbul dalam tingkat Fertama maupun tingkat
banding dan dalam Sngkat keszsi - ’ '

Memperhatikzn pasabpesal dan Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-"

rﬁj-(iang No. 14 tahen 1985 yerg bersangxutan ;.

MESNGADILI : . oL

Mengabulkan permohonan kasasj dari pemohon kasasi : NY. EXO"

SARYUNIMNGTYAS t2rsebut;

o e R Ta ke
getely

—~——
: -

..... LFT.Sby. dzn putuszn Pzngadilan Negan Surzbaya tanggal 2 Agustus 1993
N2.152.Pct G/1592, P Shy. - . '

NMENCADE ! SENDE S - i . : .
¥ Mengabulkan geagat Penggugat sebagian; ' ’

PR

Hembatalkan putisan Pengadhizn Tinggi Surstaya tanggal 26 Maret 1994 No.976f .

]
LS

' _Men-,farakan baltwa swrat tanda penyerzhan tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P-Zl---‘:-'

i ;

- Ltk . s My
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s ISR
tarsecut 2angan dihadin oleh H. lsws, 59 den 2L Rucrhint, SH . Hakim-tzkim Ancset:
dan Ny Xetut Tinz Aini, SH. Panfiars Pesogans, d2ugan tidak dinadiricizh kedua tzles

~l et
ik,

Sakiren resmi insen Ini
diterikzn kepads VA=A F=RADE AN
MABSXKAIAAH AGUNG R

Careiur Perd==

]

Hemma A Teraps, SH .
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